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Arahan penataan ruang kota dan kawasan di Wilayah Ibu Kota Nusantara
disusun untuk mencapai visi Ibu Kota Nusantara sebagai Kota Dunia untuk
Semua. Penataan ruang di seluruh Wilayah Ibu Kota Nusantara mengacu pada
prinsip dan KPI yang telah disusun. Dalam pencapaian KPI tersebut, arahan
penataan ruang akan mengatur penempatan alokasi ruang pada skala kota
maupun kawasan di Wilayah Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan
konsep dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang meliputi skenario
proyeksi ekonomi dan penduduk, kondisi sosial budaya masyarakat, kesesuaian
lahan, perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan, efektivitas
infrastruktur dan konektivitas, kebljakan penyelenggaraan pusat pemerintahan,
serta strategi pertahanan dan keamanan.

Arahan penataan ruang dan kawasan yang diatur dalam rencana induk ini
menjadi kerangka arah kebijakan strategis yang bersifat makro sebagai dasar
pen5rusunan rencana umum tata ruang Ibu Kota Nusantara maupun rencana
rinci tata ruang Ibu Kota Nusantara yang lebih detail dan teknis.

Arahan penataan ruang dan kawasan di Wilayah Ibu Kota Nusantara terbagi ke
dalam tiga tingkatan wilayah perencanaan dengan arahan peruntukan khusus
yang mengutamakan jenis kegiatan tertentu, yakni:

1. Nusantara (XPIKIII akan didominasi
oleh tutupan hutan sebagai wujud konsep pengembangan kota hutan
(forest citgl dan diarahkan untuk penguatan pengamanan dan pengelolaan
lingkungan hidup dan kehutanan sebagai ekosistem penopang kawasan Ibu
Kota Nusantara, pengembangan kegiatan ekonomi baru dan kegiatan
lainnya yang sudah ada secara berkelanjutan, pendukung ketahanan
pangan, serta dukungan terhadap penempatan seluruh infrastruktur
pendukung Ibu Kota Nusantara, termasuk infrastruktur pertahanan dan
keamanan;

akan diutamakan pada
pengembangan riset (pusat penelitian dan pengembangan serta inovasi
agroindustri maju, energi rendah karbon, dan farmasi terintegrasi),
pariwisata (ekowisata, wisata perkotaan, wisata MICE, wisata medis, dan
kebugaran), dan pendidikan abad ke-21 dengan tetap menjaga kondisi alam
dan menciptakan ruang terbuka hijau di perkotaan; serta
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3. Kawasaa Intl hrsat Pemerlntahan (IflPP| dengan kegiatan difokuskan
untuk urusan pemerintahan nasional dan kegiatan pendukungnya.

Pengembangan penataan ruang di Wilayah Ibu Kota Nusantara memperhatikan
rencana kegiatan dan sektor ekonomi dan kebutuhan ruang yang perlu
ditampung pada setiap wilayah. Selain pengembangan Wilayah Ibu Kota
Nusantara, arahan penataan ruang juga memperhatikan pengembangan Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara yang berada di sekitar Wilayah lbu Kota Nusantara.
Rincian pembagran kegiatan dan sektor ekonomi yang perlu ditampung pada
setiap tingkatan wilayah perencanaan dapat dilihat pada Tabel 4-1 berikut.

Tabel 4-1 Pembagian Kegiatan dan Sektor Ekonomi Berdasarkan Kawasan
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Pembagian kegiatan tersebut bangkan potensi, batasan, dan
keterkaitan di antara kegiatan, masyarakat, dan karakteristik ruang yang
diperlukan. Untuk kegiatan ekonomi, khususnya industri akan terdiri atas
berbagai jenis kegiatan seperti perkantoran, riset, dan manufaktur. Pemisahan
kelompok manufaktur karena kegiatan tersebut memiliki karakteristik yang
khusus, seperti:

I. memerlukan kedekatan dengan jalur transportasi regional;

2. memiliki potensi dampak lingkungan berupa polusi udara, suara, dan
limbah; dan

3. memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan minimal dalam
jumlah yang cukup besar.

Sehubungan dengan karakteristik tersebut, kawasan industri direncanakan
dikembangkan di Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara, khususnya di sekitar
Pelabuhan Kariangau (Kota Balikpapan) dan Pelabuhan Buluminung
(Kabupaten Penajam Paser Utara) dengan pertimbangan sebagai berikut:

l. kemudahan pembangunan pada tahap awal pengembangan Ibu Kota
Nusantara;

2. potensi integrasi dengan jaringan infrastruktur utama khususnya
pelabuhan, jalan primer, dan bandar udara (bandara);

3. tidak berada pada kawasan lindung;

4. lahan yang relatif datar dan luas untuk pengembangan kawasan di masa
depan;

5. tidak berada pada kawasan pertanian;

6. dekat dengan potensi angkatan kerja, khususnya penduduk setempat dan
Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara; dan

7. ketersediaan lahan cukup besar untuk pengembangan di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan lokasi tersebut, pengembangan kegiatan industri
akan terdiri atas kelompok kegiatan perkantoran dan riset yang berlokasi di
Wilayah Ibu Kota Nusantara dan kawasan industri manufaktur yang berlokasi
di Daerah Mitra Ibu Kota Nusantara.
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Selanjutnya untuk mencapai KPI diidentifikasi kebutuhan peruntukan ruang
dan arahan kriteria persyaratan lokasi sebagaimana diuraikan pada Tabel 4-2.

Tabel 4-2 Identilikasi Kebutuhan Peruntukan Ruang dan Arahan Kriteria Persyaratan Lokaai

Sosial Area relokasi untuk
masyarakat di dalam
KIPP yang terkena
dampak
pembangunan

1. Berada pada wilayah
adatnya (jika masyarakat
adat)

2. Memiliki potensi
pengembangan kegiatan
ekonomi terutama yang
b€rkaitan dengan kegiatan
pada saat ini

Di luar KIPP

Tempat tinggal untuk
masyarakat yang
sudah ada di KIKN
yang tidak perlu
direlokasi

Diidentilikasi sebagai situs
bernilai sosial, budaya, dan
sejarah sebagai elemen kota
yang menyatu

KIKN

Pengembangan
kegiatan pertanian
atau hutan dalam
kota

1. Diutamakan di kawasan
pertanian yang sudah ada

2. Kawasan pertanian yang
berada pada kawasan
transmigrasi

3. Kawasan bekas tambang
yang sudah berakhir masa
berlaku izinnya, termasuk
lahan bekas tambang yang
terlantar

4. Memenuhi persyaratan
kesesuaian lahan dan
berpotensi dilayani jaringan
irigasi

5. Keterlanjuran lahan garapan
di kawasan hutan

KIKN dan KPIKN

Pengembangan pusat
kegiatan yang
bertemakan budaya

1. Dekat dengan komunitas
2. Diutamakan di wilayah adat

komunitas tertentu

Di luar KIPP

Lingkungan Internalisasi area
dengan
keanekaragaman
hayati tinggi
termasuk koridor
satwa ke dalam tata
ruang

Berdasarkan hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
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65% area hijau Diutamakan di kawasan
lindung yang sudah ada

KIKN dan KPIKN

lO% area pertanian Diutamakan di kawasan
pertanian yang sudah ada

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

Transportasi Pembangunan
jaringan kereta api

1. Menghubungkan KIPP
dengan Bandara Sepinggan
di Balikpapan

2. Menghubungkan Tiga Kota
(Ibu Kota Nusantara-
Balikpapan-Samarinda)
dan Daerah Mitra lbu Kota
Nusantara

KIKN, KPIKN, dAN
Daereh Mitra

Pembangunan jalan 1. Menghubungkan kawasan
Tiga Kota (Ibu Kota
Nusantara-Balikpapan-
Samarinda) dan Daerah
Mitra Ibu Kota Nusantara

2. Menghubungkan KIPP
dengan Bandara Sepinggan
di Balikpapan

3. Menghubungkan kawasan
industri di Daerah Mitra
Ibu Kota Nusantara dengan
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

KIKN, KPIKN, dAN
Daerah Mitra

Titik transit regional Berada pada simpul
transportasi antarmoda

KIKN dan KPIKN

Jalur transportasi
umum yan8
terintegrasi

ladang panel surya

l. Terhubung dengan rencana
koridor regional

2. Terhubung dengan rencana
koridor transportasi umum
perkotaan

Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan
Daerah Mitra

Energi 1. Tidak terletak p.da rn go
afiea

2. Terintegrasi dengan
jaringan transportasi

3. Area dengan kemiringan
relatif landai

4. Tidak berada pada kawasan
rimba

5. Berada di kawasan terbuka
6. Diprioritaskan pada lahan

tidak produktif

KIKN dan KPIKN
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PGtr5nnt n lolid
Panel Surya Atap l. Dapat diletakkan pada

atap, dinding atau bagian
Lain dari bangunan

2. Untuk 1 kWp Panel Surya
Atap membutuhkan lahan
minimal 10 mz

KIKN

1. Dekat dengan sumber air
2. Di luar kawasan rawan

bencana kebakaran
3. Pembangkitditempatkan

dekat dengan tempat
penyimpanan energi untuk
mengurangi transmisi gas

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

1. Instalasi Pengolahan Air
(IPA) berada dekat dengan
sumber air baku

2. Reservoir berada pada area
yang lebih tinggi dari area
pelayanan

3. fidak berdekatan dengan
fasilitas pengelolaan air
limbah dan sampah

4. Jalur perpipaan
disesuaikan dan
terintegrasi dengan
perencanaan jalan dan
kawasan

Wilayah Ibu Kota
Nusantera

Pembuatan dan
penyimpanan
hidrogen (elektrolisis)

Pengelolaan
Sumber Daya
Air

Infrastruktur
Pengelolaan Air

Sistem pengendali
banjir dan sedimen

1. Bangunan pengendali
sedimen berada di alur
sunga.i/ saluran alam untuk
melayani area sumber erosi

2. Tanggul banjir berada
sempadan sungai

3. Bangunan pengendali
banjir pesisir dibangun di
sekitar muara sungai dan
area pantai

1. Waduk/tampungan
pengendali banjir dibangun
pada area dengan potensi
tampungan tinggi serta
mempertimbangkan aspek
geologi dan risiko kegagalan
konstruksi

Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Konservasi Sumber
Daya Air dan
penerapan kota spons

Wilayah Ibu Kota
Nusantara
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2. Kolam retensi dan embung
diutamakan di lokasi yang
bisa menjadi multifungsi
penyediaan air,
pengendalian banjir,
konservasi air, vista kota,
serta menguran$ urban
laat

Persampahan TPST 1. Di luar kawasan rawan
kebakaran

2. Be{arak minimal 500 m
dari permukiman terdekat

3. Luasan minimal 2O.0O0 m2
4. Terletak di lokasi yang

terjangkau dari daerah
layanan

5. Minimal mengacu kepada
standar yang berlaku dan
juga standar yang
dikembangkan kemudian
apabila dibutuhkan

KIKN dan KPIKN

TPA 1. Sesuai tata ruang kota dan
wilayah terkait

2. Memenuhi persyaratan
kondisi geologi dan
geohidrologi

3. Jarak dari lapangan
terbang 1500 m

4. Kondisi curah hujan kecil
5. Kecepatan angin rendah

dan kecenderungan arah
angin yang tidak menuju
ke rencana daerah
permukiman

6. Tidak dibangun pada bukit
dengan lereng yang tidak
stabil, daerah berair,
lembah yang rendah, dekat
dengan air permukaan

7. Kemiringan alarrrt <2oo/o

8. Tidak berada pada daerah
banjir 20 tahunan

9. Bukan lahan produktif
atau kawasan lindung

10. Mempertimbangkan
kemudahan operasi,

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)
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pemeliharaan, dan aspek
lingkungan

11. Minimal menga.cu kepada
standar yang berlaku dan
juga standar yang
dikembangkan kemudian
apabila dibutuhkan

Fasilitas Pengolahan
Limbah 83

Air Limbah 1. Berdekatan dengan area
pelayanan

2. Berdekatan dengan badan
air permukaan di luar area
sempadan

3. Terdapat akses jalan
4. Bukan di dalam kawasan

genangan dan/atau banjir
5. Bukan berada pada

kawasan patahan
6. Bukan berada pada

kawasan rawan longsor
7. Mempertimbangkan

potensi gangguan akibat
bau, kebisingan, dan
polusi visual di dalam kota

KIKN dan KPIKN
(di luar KIPP)

4.1 Kawasan Pengenbangan Ibu
Untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan, disusun arahan perencanaan ruang
di Wilayah Ibu Kota Nusantara maupun daerah sekitar yang berbatasan
langsung dengan merujuk pada kebijakan yang dihasilkan dari kajian berbagai
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aspek. Setiap aspek kebijakan diterjemahkan ke dalam dengan strategi penataan
ruang seperti tercantum pada Tabel 4-3 berikut:

Tabel 4-3 Penjabaran Prinsip dan KPI Ibu Kota Nusartara dalam
SEategi Penataan Ruang pada KPIKN

1. Selaras
dengan Alam

1.1 >75o/o d.ari 256.142
hektare area
untuk ruang hijau
(650/o area
dilindungi dan
l0% produksi
pangan)

Pencegahan
deforestasi

l. Moratorium izin baru
usaha perkebunan dan
tambang pada kawasan
hutan dan area
berhutan.

2. Mencabut atau tidak
memperpanjang izin
eksisting penggunaan
kawasan hutan
(perkebunan dan
pertambangan).

Konservasi
keanekaragaman
hayati

Mengakomodasi koridor
satwa dan kawasan
denga.n nilai
keanekaragaman hayati
tinggi ke dalam penataan
ruang.

Konservasi in-sr'fu
eksisting dan yang
direncanakan di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Konservasi er-sr'tu
eksisting dan yang
direncanakan di
Wilayah Ibu Kota
Nusantara

Mengakomodasi kawasan
konservasi in-sr'fu ke
dalam penataan ruang,
antara lain: kawasan
hutan (termasuk Taman
Hutan Raya Bukit
Soeharto), kawasan hutan
bakau, koridor satwa, dan
taman.

1. Meningkatkan peran
konservasi ex-sr'fu
seperti yayasan Borneo
Orangutan Survival
(BOS) Samboja Lestari
(BOSF), Yayasan Jejak
Pulang, dan Pusat
Suaka Orangutan (PSO)
Arsari.

2. Mengembangkan
kon servasi ex-sitlt y arrg
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potensial di Wilayah Ibu
Kota Nusantara, antara
lain:
a. Pusat penyelamatan

satwa;
b. Pusat rehabilitasi

satwa,

Rehabilitasi hutan
yang terdegradasi

Penghutanan kembali dan
penetapan sebagai
kawasan lindung (Rimba
Kota atau Rimba
Nusantara).

Reklamasi lahan
bekas tambang.

Menahan/
membatasi
perluasan
eksplorasi pada izin
usaha
pertambangan yang
masih berlaku
(relinqishmentl.

Konversi kawasan
budi daya menjadi
kawasan lindung.

l. Mengurangi derajat
keasaman air pada
bekas lubang tambang
(meningkatkan pH).

2. Mengurangi
sedimentasi tanah dan
erosi pada lahan bekas
tambang.

3. Melakukan penanaman
ulang (revegetasi /
reboisasi).

l. Renegosiasi denga.n
pelaku usaha tamban.

2, Penerap:n climate-
smart mining yang
mengurangi jejak
karbon dan dampak
perubahan iklim.

1. Mengembangkan ruang
terbuka hilau di dalam
KIKN.

2. Mengonversi lahan budi
daya dengan nilai
keanekaragaman hayati
tinggi selain pertanian
menjadi kawasan
lindung.
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Pengurangan risiko
perubahan iklim
dan bencana

1. Mengatur kegiatan dan
pemanfaatan kawasan
DAS, serta mengatur
sistem pengelolaan air
untuk menjaga fungsi
dan keberlanjutan
kawasan lindung,
mengurangi dampak
lingkungan, dan
mitigasi risiko polusi.

2. Mengawasi dan
mengendalikan
pembangunan di
wilayah DAS.

3. Melakukan rehabilitasi
kawasan nutngroue,

1. Memaksimalkan
pengurangan limpasan
permukaan dan
penampungan air hujan
dengan ruang terbuka
biru dan kolam
tampungan.

2. Mengembangkan ruang
terbuka hijau dan biru
yang saling
berhubungan.

3. Memaksimalkan
peresapan air hujan ke
dalam tanah melalui
intervensi desain
berpori di seluruh kota.

l. Mengatur kegiatan dan
pemanfaatan kawasari
lindung secara
partisipatif.

2, Merrat€ zorj.asi untuk
mendukung kawasan
dengan
keanekaragaman hayati
tinggr.

3. Menata kawasan budi
daya yang terintegrasi
dengan strategi

Penerapan kota
spons

Sorial:
Pelibatan
masyarakat dalam
konservasi dan
restorasi hutan.
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keanekaragaman
hayati.

4. Penataan ulang
kawasan kampung
nelayan yang
berdekatan dengan
hutant mangroua

100% penduduk
dapat mengakses
ruang h{au
rekreasi dalam 1O
menit

1. Menyediakan ruang
rekreasi di pusat
kegiatan yang dapat
diakses dalam 10
menit.

2. Menyediakan akses
menuju ruang h{iau
rekreasi dari lokasi
permukiman
penduduk.

Penyediaan ruang
publik yang mudah
diakses.

1OO% penggantian
ruang hijau untuk
setiap bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

Menga.tur mekanisme
pembatasan intensitas
pemanfaatan ruang

Penyediaan
tambahan ruang
hiiau untuk setiap dengan teknik pengaturan
bangunan >4 lantai zonasi melalui p€mberian

imbalan (kompensasi)
terhadap bangunan >4
lantai.

Mempertahankan
siklus alami air
dengan penerapan
prinsip kota spons

1. Mengurangi limpasan
permukaan skala
lingkungan
permukiman hingga
skala kawasan, di
mana 100%o bangunan
dan gedung
menerapkan kebiiakan
Zero Delta Q.

2. Memaksimalkan
pemanenan air hujan
dalam skala rumah,
gedung, dan kawasan,
termasuk penerapan
green roofiop.

1.2

1.3
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2. Bhinneka
Tunggal Ika

2.1 100% integrasi
seluruh penduduk

itlttlEilaTtTl

Seluruh lapisan
dan golongan
masyarakat dapat
menga.kses dengan
transportasi umum

1. Mengembangkan
jaringan jalan yang
akan menyediakan
akses ke semua pusat
kegiatan baru dan
kawasan permukiman
penduduk setempat,

2. Mengembangkan
simpul transportasi
untuk angkutan umum
berbasis rel dan jalan
dalam area KIKN dan
KPIKN.

3. Mengembangkan
angkutan umum
berbasis rel dan jalan
dalam area KIKN dan
KPIKN beserta
arg]<utan feedenya,

4. Mengembangkan
kawasan sekitar simpul
transit dengan prinsip
inklusif.

Integrasi nilai-nilai
kearifan lokal dan
penghidupan
masyarakat dalam
perwujudan ruang

1. Menyediakan ruang
untuk mengakomodasi

. kebudayaan lokal,
dapat berupa antara
lain: pengembangan
pusat kebudayaan,
balai adat, museum,
dan monumen.

2. Menggunakan langgam
arsitektur vernakular
atau simbol-simbol
tradisional sesuai
dengan wilayah adat
yang diwakili.

3. Menggunakan toponimi
(nama rupa bumi) yang
mencerminkan kearifan
lokal untuk nama jalan,
desa, lokasi atau
bangunan penting,
ruang terbuka publik,
dan sebagainya.
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4. Mengidentifikasi dan
menjamin keberadaan
hak ulayat suatu
masyarakat hukum
adat.

5. Mengintegrasikan
permukiman eksisting
ke dalam perencanaan
ruang.

6. Mendorong terciptanya
integrasi yang baik
antara lokasi yang
teridentifikasi memiliki
nilai budaya, iknu
pengetahuan, serta
sejarah yang tinggi
dengan rencana area
yang akan
dikembangkan.

2.2 100%o warga dapat
menjangkau
layanan
sosial/ masyarakat
dalam waktu 1O
menit

Penyediaan
layanan sosial yang
mudah diakses
sesuai dengan
standar yang
berlaku

l. Membangun taman dan
ruang-ruang publik,
dapat berupa tempat
ibadah, pasar, sekolah,
dan sarana kesehatan
di tingkat lingkungan
setara RT, RW,
kelurahan/desa,
maupun kecamatan
yang bisa diakses
seluruh lapisan
masyarakat sebagai
wadah untuk
menciptakan asimilasi
positif antar warga.

2. Menyediakan ruang
publik berskala regional
dan nasional yang
berorientasi pada
persatuan dan
kesatuan bangsa (alun-
alun, taman nasional,
museum, dan
sebagainya) dengan
penempatan lokasi
ruang publik yang akan
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Perwujudan simpul
yang kuat dan
inklusif antara
ruang publik
tingkat lokal,
regional, dan
nasional

l. Pengembangan
angkutan
massal yang
terintegrasi
antar sub-pusat
Ibu Kota
Nusantara.

2. Mengembangkan
lebih dari 2
simpul
transportasi
publik skala
primer dan
sekunder di
setiap kawasan
dengan

memperkuat
kebhinekaan.

3. Melestarikan dan
mendaftarkan aset
budaya menjadi cagar
budaya.

4. Menyediakan ruang
komunitas dengan
fungsi campuran lmked
use) guna mendukung
integrasi aktivitas
masyarakat.

5. Menyediakan ruang
pembelajaran dan
peLatihan baik formal
maupun informal.

2.3 100% ruang
publik dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal, kearifan
lokal, serta desain
yang responsif
gender dan
inklusif

Merancang ruang publik
dengan akses yang setara
dan bermartabat untuk
semua kelompok, antara
lain: penyandang
disabilitas, anak-anak dan
remaja, lansia, wanita,
dan orang-orang dari latar
belakang budaya yang
berbeda-

3. Terhubung,
Aktif, dan
Mudah
Diakses

3.1 80% perjalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif

1. Menyediakan
transportasi umum
multimoda di wilayah
yang memiliki
kepadatan tinggi untuk
menghubungkan
Wilayah Ibu Kota
Nuaantara dengan
sekitarnya.

2. Menyediakan
transportasi umum
berbasis bus yang
menghubungkan antara
pusat lingkungan
dengan kawasan
berkepadatan
menengah dan rendah
di KIKN dan terintegrasi
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it

kepadatan tinggi
dan setidaknya I
simpul
transportasi
publik skala
sekunder di
kawasan dengan
kepadatan
rendah dan
sedang.

3. Waktu tempuh
moda
transportasi
berkelanjutan
yang kompetitif
dibandingkan
kendaraan
pribadi

dengan jalur pejalan
kaki dan sepeda.

3. Menyediakan simpul
tran sportasi publik
(stasiun, terminal, dan
halte) sesuai kebutuhan
dan sesuai dengan
standar pelayanan
minimal angkutan
umum Ibu Kota
Nusantara.

3.2 10 menit ke
fasilitas penting
dan simpul
transportasi
publik

Menyediakan simpul
transportasi umum untuk
seluruh pusat lingkungan
dengan jarak 1O menit
untuk halte perhentian
primer dan 5 menit
be{alan kaki untuk halte
perhentian sekunder.

Penyediaan
transportasi publik
yang mudah
diakses

3.3 <50 menit Koneksi
transit ekspres
dari KIPP ke
bandara strategis
pada tahun 2030

Menyediakan transportasi
umum berbasis jalan atau
rel yang menghubungkan
KIPP dan bandara
strategis (<50 menit).

Transportasi
umum yang
menghubungkan
KIPP ke bandara
strategis

4. Rendah
emisi karbon

4.1 Instalasi kapasitas
energi terbarukan
akan memenuhi
100% kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusantara

Energl:
Pasokan listrik
dengan berbagai
jenis pembangkit
listrik energi
terbarukan,
misalnya solar fam
dan panel surya
atap di dalam
Wilayah Ibu Kota

1. Menyediakan lahan
untuk pembangunan
pembangkit listrik
terbarukan beserta
jaringan transmisi dan
distribusinya, serta
terkoneksi ke Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan.
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Nusantara, serta
terhubung dengan
Sistem
Ketenagalistrikan
Kdimantan-

2. Menyediakan lahan
untuk gardu induk dan
distribusi untuk
interkoneksi dengan
Sistem
Ketenagalistrikan
Kalimantan.

3. Menyediakan lahan
untuk penyimpanan
energi, termasuk
hidrogen dan baterai.

4. Menyediakan smart grid
untuk mengalirkan
listrik dan data dua
arah.

Penyediaan gas
kota dari hidrogen
untuk
menggantikan gas
alam secara
bertahap.

1. Menyediakan lahan
untuk elektrolisis dan
penyimpanan hidrogen.

2. Menyediakan jalur pipa
gas.

4.2 60%o penghematan
energi untuk
konservasi energi
dalam gedung

Penerapan
p€rangkat aturan
mengenai desain,
konstruksi, dan
cara pemeliharaan
bangunan yang
hemat energi

1. Menyediakan regulasi
mengenai desain,
konstruksi, dan
pemeliharaan
bangunan yang hemat
energi.

2. Melaksanakan
pembinaan
penyelenggaraan
bangunan gedung yang
hemat energi.

3. Mengimplementasikan
penyelenggaraan
bangunan gedung yang
hemat energi.
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4.3 Net zem emission
untuk Ibu Kota
Nusantara di 2045
di kawasan
256.142 }rektare

>10% dari lahan
256.142 hektare
tersedia untuk
kebutuhan
produksi pangan

Perwujudan
angkutan umum
dan moda
transportasi
berkelanjutan
bebas emisi pada
2045

1. Menyediakan moda
transportasi yang
berbasis listrik.

2. Menyediakan Stasiun
Pengisian Kendaraan
Listrik Umum (SPKLU)
yang memadai.

3. Menyediakan
infrastruktur
pendukung moda Poraer
I|cin lainnya, misalnya
Hg dro g en Fltel Station.

5. Sirkuler dan
Tangguh

5.1
Peningkatan
kapasitas petani
dan kelembagaan
sektor pertanian

1. Memberikan
penyuluhan kepada
petani.

2. Memperkuat kelompok
tani.

3. Mengembangkan sektor
pertanian berbasis
korporasi.

Pengembangan
kegiatan perikanan

1. Memberikan
penyuluhan kepada
nelayan khususnya
penerapan teknologi
untuk meningkatkan
nilai tambah.

2. Memperkuat kelompok
nelayan.

3. Mengembangkan
kegiatan perikanan
tangkap dan perikanan
budi daya.

4. Memberdayakan
UMKM pengolahan
hasil perikanan.

Intensilikasi
pertanian
berkelanjutan

1. Menetapkan lahan
pertanian pangan
berkelanjutan (LP2B).

2. Melakukan intensifikasi
pertanian pada
kegiatan pertanian,
perkebunan,

SK No l4l949A



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-297 -

t

peternakan, dan
perikanan.

Relokasi lahan
produksi pangan di
luar LP2B ke
Kawasan Sentra
Produksi Pangan

Memanfaatkan rencana
pembangunan Kawasan
Sentra Produksi Pangan di
Kalimantan fimur.

5.2 6O7o daur ulang
semua timbulan
limbah padat di
tahun 2O45

Penerapan
pemilahan, daur
ulang, dan
pengolahan
sampah

1. Memberikan imbauan
untuk mendaur ulang
sampah sejak dari
sumber.

2. Menerapkan pemilahan
sampah rumah tangga
berdasarkan jenisnya.

3. Menyediakan instalasi
daur ulang yang
dimanfaatkan oleh
seluruh kawasan Ibu
Kota Nusantana.

4. Menyelenggarakan
sistem pengelolaan
persampahan yang
mendukung pemilahan
sampah dari hulu ke
hilir.

5.3 lOO% air limbah
akan diolah
melalui sistem
pengolahan pada
tahun 2O35

Atr Llnbah:
Penyediaan SPALD-
Terpusat (IPAL dan
jaringan frerpipaan)
yang menjangkau
seluruh kawasan

Menyediakan infrastruktur
SPALD- Terpusat (IPAL
dan jaringan perpipaan)
yang mampu mengolah air
limbah domestik sesuai
dengan peraturan yang
berlaku atau yang akan
dikembangkan.

6. Aman dan
terjangkau

6.1 Ranking 10 besar
kota paling layak
huni di dunia pada
tahun 2O45

Menerapkan sistem
pintar pemantauan
lingkungan hidup

Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya.
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Menerapkan sistem
peringatan dini
multi ancaman
bencana

Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya.

Pemukiman yang
ada dan terencana
di kawasan
256.142 held.are
memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting di 2045

Sorial:
Penyediaan akses
kawasan
perrnukiman
terhadap
infrastruktur
utama

1. Menyediakan
perumahan layak,
aman, dan terjangkau
yang memenuhi rasio
hunian berimbang.

2. Merencanakan sarana
dan prasarana umum
dan sosial di seluruh
Wilayah Ibu Kota
Nusantara dan tidak
hanya berfokus pada
KIPP, tetapi juga di
witayah KIKN, Wilayah
Ibu Kota Nusantara,
dan wilayah yang
berbatasan langsung
dengan daerah sekitar
Ibu Kota Nusantara
sesuai dengan populasi
yang dilayaninya.

3. Menyediakan sarana
dan prasarana umum
dan sosial yang ada
dengan
mempertimbangkan
kebutuhan hingga
tahun 2045.

Pcaycdleaa alr:
1O0% air diperoleh
dari air permukaan
dan l0O% akses air
minum aman

Menyediakan lahan untuk
bendungan dan sistem
penyediaan air minum.

Penurunan risiko
banjir

1. Pembangunan
infrastruktur
pengendali banjir untuk
menurunkan besaran
aerta menunda waktu

6.2
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'.a')

banjir dan menahan
luapan air.

2. Menjaga area sempadan
sungai

3. Pemetaaan daerah
rawan banjir dan
pemasangan peil
banjir.

4. Penerapa.n standar
bangunan sesuai risiko
banjir.

6.3 Perumahan layak,
aman, dan
terjangkau yang
memenuhi rasio
hunian berimbang

Eorlel:
Penyediaan
perumahan dengan
tipologi beragam di
luar perumahan
ASN

l. Menyusun peraturan
spa.sial dan turunannya
serta sistem pembinaan
dan pengendalian
dalam pembangunan
lingkungan binaan
permukiman.

2. Menyediakan akses
hunian yang adil
melalui penyediaan
hunian berimbang.

3. Menyelenggarakan
peraturan bangunan
gedung (PBG) dan
sertilikat laik fungsi
(SLF) secara profesional
sebagai bagian dari
penataan ruang.

7.1 Mewujudkan
peringkat sangat
tinggi dalam .&
Gouemm-ent
Deuelapnent Index
(EGDI) oleh
Perserikatan
Bangsa-Bangsa

1. Menyediakan lahan
untuk infrastruktur
jaringan
telekomunikasi.

2. Menyediakan pusat
data tepi.

Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru,
pusat data tepi,
serta penerapan
teknologi kota
cerdas (smart citgl

7. Kenyamanan
dan efisiensi
melalui
teknologi

7.2 l0o7o konelrtivitas
digital dan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) untuk semua

TIX:
Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru

Menyediakan lahan untuk
infrastruktur j aringan
telekomunikasi.
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penduduk dan
bisnis

7.3 >75olo Kepuasan
Dunia Usaha atas
Layanan Digital

TIK:
Pengembangan
jaringan 5G atau
generasi terbaru

Menyediakan lahan untuk
infrastruktur j aringan
telekomunikasi.

8.1 O7o kemiskinan
pada populasi Ibu
Kota Nusantara
pada tahun 2035

4.2 Pendapatan
domestik regional
bruto (PDRB) per
kapita (setara
ekonomi)
berpendapatan
tinggl

Memperkuat jalur logistik
yang menghubungkan
berbagai lokasi
kegiatan/altivitas dengan
pelabuhan dan bandara
melalui jaringan jalan dan
jaringan kereta api.

Peningkatan
konektivitas
antarwilayah

8.3 Rasio Gini regional
terendah di
Indonesia pada
2045

8. Peluang
ekonomi
untuk
semua

4.1.1 Arahan Perencanaan Struktur Ruang

Arahan perencanaan struktur ruang di Wilayah Ibu Kota Nusantara terdiri atas
rencana susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem perkotaan dalam
wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana (infrastruktur) wilayah.

4.1.1.1 Sistem Pusat Kegiatan

Rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan di Wilayah Ibu Kota
Nusantara dirumuskan dengan mempertimbangkan:

a. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah berdasarkan dokumen
rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang;
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Kebutuhan pengembangan dan pelayanan wilayah dalam rangka
mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan pelestarian lingkungan;

Analisis fisik kawasan berupa area potensial yang dapat dikembangkan
(go/no-go areal;

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah;

Sebaran pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan kegiatan
administrasi / pelayanan publik.

Berdasarkan kriteria tersebut, Ibu Kota Nusantara dirancang terdiri atas 3 pusat
kegiatan primer dan 3 pusat kegiatan sekunder dengan fungsi-fungsi yang dapat
dilihat pada Tabel 4-4 dan sebaran lokasinya sebagaimana pada Gambar 4- 1.

Tabel 4-4 Sistem Pusat Kegiatan Wilayah Ibu Kota Nusantara

1. Pusat Pemerintahan Nasional
2. Perkantoran dan jasa komersial
3. Pusat pendidikan, MICE, dan olahraga
4. Pusat kesehatan

Pusat Kegiatan
Prirner

Pusat Pemerintahan
Nasional (KIPP)

Pusat Kegiatan Ibu
Kota Nusantara Barat

1. Perkantoran
2. Kawasan bisnis dan komersial
3. Industri 4.0
4. Wisata alam dan budaya ekowisata

Pusat Kegiatan lbu
Kota Nusantara Timur

Pusat Kegiatan Ibu
Kota Nusantara Utara

Perkantoran
Pusat inovasi dan pengembangan talenta
Wisata kesehatan (healthcare lubl
Pendidikan

l. Pusat kegiatan agrikultur dan riset pangan
2. Ekowisata

l. Pusat pelayanan publik
2. Pusat kegiatan berbasis

l. Pusat pelayanan publik
2. Pusat kegiatan berbasis pertanian

I
2
3
4

Pusat Kegiatan
Sekunder

Pusat Administrasi
Muara Jawa
Pusat Administrasi
Samboja

b.

c.

d.

e.
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Gambar 4-1 Peta Konsep Seberan Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara

4.L.7.2 Rencana Sistem Jaringan Tlansportasi

Rencana sistem jaringan transportasi di Wilayah lbu Kota Nusantara bertujuan
untuk menghubungkan Ibu Kota Nusantara terhadap wilayah sekitar, mengacu
pada penjelasan prinsip dasar dan strategi infrastrulrtur transportasi pada Sub
Sub Bab 3.6.6 Mobilitas dan Konektivitas.
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Gambar 4-2 Peta Rencana Jaiingan Tfansportasi Wilayah Ibu Kota Nu8antara

Rencana pada setiap sistem jaringan transportasi di Wilayah Ibu Kota Nusantara
sebagaimana dilihat pada Gambar 4-2 terdiri atas:

a. Sistem angkutan wnum massal berbasis rel, direncanakan terdiri atas
(Gambar 4-3):

1. Jalur kereta api (IG) yang melayani mobilitas penumpang dan
menghubungkan kawasan perkotaan di Ibu Kota Nusantara dengan
simpul konektivitas di Balikpapan, di antaranya:

a) KA akses Bandara Sepinggan-Karang Joang-'Samboja-Ibu Kota
Nusantara.
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b) KA perkotaan dari Ibu Kota Nusantara ke simpul konektivitas
seperti Bandara Sepinggan dan Pelabuhan Semayang.

2. Jalur kereta api antar kota untuk pengangkutan penumpang dan
barang menuju pelabuhan logistik, di antaranya:

a) KA Penumpang Trans Kalimantan (koridor Samarinda-
Balikpapan-Penaj am Paser).

b) KA Barang Trans Kalimantan (koridor Samarinda-Balikpapan-
Penajam Paser).

b. Sistem jaringan transportasi darat berbasis jalan, direncanakan terdiri atas
(Gambar 4-3):

1. Jaringan jalan tol, di antaranya:

a) Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

b) Jalan Tol Balsam-Outer Ring RoadKIPP.

c) Jalan Tol Jembatan Pulau Balang-KIPP.

2. Jaringan jalan arteri primer, di antaranya:

a) Jalan Sp. Samboja-Ibu Kota Nusantara;

b) Ruas Ibu Kota Nusantara-Sp. Petung.
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Gambar 4-3 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Berbasis Jalal dan Rel

Sistem simpul konektivitas (iaringan transportasi laut dan udara) memiliki
fungsi strategis sebagai gerbang utama pergerakan barang dan orang, baik
domestik maupun internasional untuk menunjang pencapaian strategi
ekonomi Ibu Kota Nusantara yang terdiri atas (Gambar 4-4):

1. Pelabuhan utama untuk logistik internasional dan penumpang
internasional di Kota Balikpapan, di antaranya:

a) Pelabuhan Kariangau (Kaltim Kariangau Terminal).

b) Pelabuhan Semayang.

2. Pelabuhan pengumpul untuk logistik dan penumpang, di antaranya:

a) Pelabuhan Kuala Samboja.

b) Pelabuhan Palaran di Kota Samarinda.

c) Pelabuhan Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara.

c
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3. Bandar udara (bandara) penumpang komersil, di antaranya:

a) Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan di
Kota Balikpapan

b) Bandara Aji Pangeran T\rmenggung (APT) Pranoto di Kota
Samarinda.

Gambar 4-4 Peta Rencana Sistem Simpul Konektivitas (Jaringan Transportasi Laut dan Udara)

4. 1.1.3 Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Pendukung

Rencana sistem jaringan infrastruktur di Wilayah Ibu Kota Nusantara secara
umum telah dilelaskan dalam Sub Bab 3.6 Prinsip Dasar dan Strategi
Infrastruktur yang terdiri atas:

a. Sistem jaringan infrastruktur energi dan yang
direncanakan untuk Ibu Kota Nusantara berupa jaringan listrik dan gas.
Pasokan listrik tersebut direncanakan berasal dari listrik yang diproduksi
di Ibu Kota Nusantara (1OO persen dari energi-terbarukan) dan dari Sistem
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Ketenagalistrikan Kalimantan. Pasokan gas akan berasal dari sistem
Kalimantan (gas bumi) dan gas hidrogen yang dihasilkan di lbu Kota
Nusantara, mengacu pada Sub Bab 3.6'7 Infrastruktur Energi. Jaringan
infrastruktur energi yang dibutuhkan akan meliputi:

1. Produksi listrik dari panel surya pada atap bangunan, ladang surya
(solar farnt), serta pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan
lainnya di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara.

2. Jaringan distribusi listrik di dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara dan
jaringan transmisi termasuk interkoneksi dengan Sistem

Kalimantan.

3. energi seperti baterai dan gas hidrogen.

4. Jaringan gas bumi di dalam lbu Kota Nusantara, termasuk
gardu/ stasiun pengatur tekanan gas bumi dan stasiun konektivitas
dengan Sistem Jaringan Gas Bumi Kalimantan.

Gambar 4-5 Peta Rencana Sistem Jaringan Infrastrul*ur Energi
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Sistem jaringan infrastruktur sumber daya air yang telah dijelaskan pada
prinsip dan strategi Sub Sub Bab 3.6.4 Infrastruktur Air, direncanakan
akan memanfaatkan sumber air yang berasal dari:

1. IntakeSungatSepaku;
2. Bendungan Sepaku Semoi;
3. potensi Bendungan Batu Lepek;
4. potensi air baku dari Sungai Mahakam untuk memenuhi kebutuhan

air baku Ibu Kota Nusantara dan daerah sekitarnya;
5. potensi lain yang telah diidentifikasi namun memerlukan investigasi

lanjutan dalam aspek kelayakan dan detail desain
protokol berkelanjutan;

6. memaksimalkan dari Bendungan Samboja yang telah dibangun.

Adapun untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) akan dibangun di
beberapa lokasi untuk memenuhi kebutuhan air minum aman dan 3K
(kualitas, kuantitas, dan kontinuitas). Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA)
akan berlokasi dekat dengan sumber air baku.

Sebagai tambahan, aspek infrastruktur untuk ketahanan
terhadap daya rusak dan konservasi air untuk Wilayah Ibu Kota Nusantara
akan mengedepankan fungsi selaras dengan alam. Jaringan koridor hijau
biru akan dibangun sesuai dengan prinsip kota spons. Sistem utama
Pengendalian banjir sebagai perlindungan terhadap daya rusak juga
ditargetkan untuk mampu melindungi terhadap banjir dengan probabilitas
kala ulang lO0 tahunan.

Pengelolaan air limbah pada Wilayah Ibu Kota Nusantara akan dikelola
dengan menggunakan sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik,
akan menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat
(SPALD-T), di mana air limbah domestik akan dialirkan dari masing-masing
blok/ parel menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD)
dengan menggunakan jaringan perpipaan air limbah domestik yang
memanfaatkan kontur alami di sepanjang riparian sungai. Sementara,
untuk air limbah berkarakteristik non-domestik yang dihasilkan dari
kegiatan industri atau air limbah yang dihasilkan dari kegiatan lain yang

tidak serupa dengan air limbah domestik tidak dapat
disalurkan dan diolah bersama dengan air limbah domestik serta harus
memiliki pengolahan tersendiri. Apabila air limbah berkarakteristik non-
domestik akan dialirkan ke jaringan perpipaan air limbah domestik, maka
perlu dilakukan pra-pengolahan sebelum dialirkan ke jaringan perpipaan

c
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air limbah domestik tersebut. Ketentuan mengenai karakteristik air limbah
yang dapat dibuang ke jaringan perpipaan air limbah domestik tersebut
akan diatur oleh Pemerintah/kmbaga yang memiliki kewenangan untuk
mengelola air limbah domestik di Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Area dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara yang belum bisa terlayani oleh
SPALD-T atau berada di luar kemampuan pengembangan jaringan
perpipaan SPALD-T yang sudah direncanakan, dapat dilayani dengan
SPALD-T skala permukiman yang telah dijelaskan pada prinsip dan strategi
Sub Sub Bab 3.6.3 Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah. Lokasi akan
ditentukan setelah studi kelayakan lebih lanjut dengan memperhatikan
area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan.

Sistem pengelolaan persampahan direncanakan dengan berbagai
infrastruktur pengolahan sampah untuk mengolah berbagai jenis sampah
sesuai dengan karakteristiknya, mengacu pada prinsip dan strategi Sub
Bab 3.6.2 Infrastruktur Persampahan. Rencana infrastruktur persampahan
di Ibu Kota Nusantara terdiri atas:

1. Pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah sejak dari sumbernya.
2. Pengumpulan sampah dengan kontainer komunal untuk bangunan

horizontal.
3. Pengangkutan sampah menggunakan armada truk sampah dan sistem

pneumatic.

4. Pengolahan sampah padaTPST.

5. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di KIKN untuk menampung residu
pengolahan sampah.

L,okasi akan ditentukan setelah studi kelayakan lebih lanjut dengan
memperhatikan area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan.

Sistem jaringan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang
direncanakan mendukung strategi teknologi informasi dan komunikasi
pada Ibu Kota Nusantara yang sebelumnya telah dijelasakan pada Sub Bab
3.6.8 Infrastruktur TIK, sebagai berikut (Gambar 4-6):

1. jaringan bergerak seluler 5G atau generasi terbaru akan dibangun
bertahap, dimulai dari KIPP. Jaringan bergerak seluler akan tetap
dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

2. jaringan Pita Lebar Serat Optik atan Fiber Broadband ke lokasi
perkantoran, perumahan, komersial, dan lokasi lainnya, serta
Jaringan Last Mile F"I--[X (Fiber To The Xl, Jaringan Serat Backhaul atau
Fiber Backlnul ke seluruh lokasi area perkotaan; dan

e

f.
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3 pusat Data yang terdiri atas Pusat Data Pemerintah Pusat (Gouemment
Data Centersl berlokasi di KIPP dan Pusat Data Tepi lddge Data
Centersl berlokasi di KIKN dan Wilayah Ibu Kota Nusantara.

Gambar 4-6 Peta Rencana Sistem Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Sistem Infrastruktur Pertahanan dan Keamanan meliputi rencana
penempatErn sistem pertahanan dan keamanan yang telah dijelaskan pada
Sub Bab 3.9 Prinsip Dasar dan Strategi Pertahanan dan Keamanan Ibu Kota
Nusantara, yang terdiri atas:

1. Satuan TNI AD, terdiri atas batalyon infanteri (yonif), batalyon kavaleri
(yonkav), batalyon artileri pertahanan udara (yonarhanud);

2. Satuan TNI AL, terdiri atas komando daerah maritim (kodamar),
pasukan marinir (pasmar), fasilitas pelabuhan (faslabuh);

c.
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3 Satuan Kepolisian, terdiri atas korps brigade mobil (korbrimob),
detasemen khusus 88 anti teror (Densus 88), direktorat polisi satwa
(ditpolsatwa), brigade mobil batalyon (brimob yon) D, kepolisian sektor
(polsek), dan taman makam.

Gambar 4-7 Peta Rencana Sistem Jaringan Infrastruldur Pertahanan dan l(eamanan

4.L.2 Arahan Perencanaan Pola Ruang

Arahan perrencanaan pola ruang di Wilayah Ibu Kota Nusantara terdiri atas
rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya. Analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup (DDDTLH) yang disusun berdasarkan ketentuan di dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menjadi dasar dari penentuan arahan perencanaan pola
ruang. Arahan perencanaEm pola ruang untuk Wilayah Ibu Kota Nusantara
dapat dilihat pada Gambar 4-8 berikut.
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Gembar 4-8 Peta Rencana Pola Ruang Wilay"ah Ibu Kota Nusantara

Arahan perencErnaan pola ruang tersebut disusun sebagai alokasi ruang untuk
berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian
lingkungan dalam kawasan perencan€ran berdasarkan kebijakan teknis dan
strategi penataan ruang, termasuk indikator kinerja utama atau KPI yang telah
dirumuskan. Salah satu KPI pada Wilayah lbu Kota Nusantara yang ditetapkan
adalah tersedianya kawaean hijau 75 Persen dari luasan total yang terdiri atas
65 persen kawasan lindung dan l0 persen kawasan pertanian.

Selain dari kawasan lindung yang tercantum di dalam arahan perencanaan pola
ruang, target alokasi ruang untuk 65 persen kawasan lindung juga dipenuhi
melalui tambahan dari alokasi ruang terbuka hiiau di kawasan fungsi
pengembangan ibu kota (KIKN) serta upaya rehabilitasi area bekas tambang'
Distribusi pemenuhan 65 persen kawasan lindung tersebut dapat dilihat pada
Tabel 4-5 berikut:
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Tabel 4-5 Rencana Kawasan Lindung

f,roDoill lil.. t%l

47.432,97

9.944,40

25,21

31,80

3,88

tt.652,73 4,55

5.89r,95 2,30

1?9.406,6

Rimba Nusantara 64.574,35

Rimba Kota

Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Ekosistem Mangroue

Kawasan Perairan

Sementara itu, pemenuhan alokasi 10 persen ruang untuk kawasan pertanian
diperoleh dari luas kawasan pertaniEln kondisi saat ini yang sudah tercantum
dalam arahan perencanaan pola ruang serta kawasan perikanan. Distribusi
pemenuhan proporsi 10 persen kawasan pertanian tersebut dapat dilihat pada
Tabel 4-6 berikut:

Tabel 4-6 Rencana Kawasan Pertanian

Adapun sebaran kawasan pada rencana pola ruang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4-7 Persebaran Rencana Kawasan pada Wilayah Perencanaan

...;. ..... . t\\t\t!t: _. _.

't

.] :l

.] o :') a

t t:t

Kawasan Rimba Nusantara

Kawasan Rimba Kota

Kawasan Perlindungan
Setempat
Kawasan Ekosistem
Mangtoue

't 3

Kawasan Perairan o 't :l o

rropodhrr{96}
76,47Kawasan Pertanian

Id.. lH.l
42.r93,65

{{1.19{t,65
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Kawasan Permukiman :'l :l a

Kawasan Pariwisata l.] n

Kawasan Pertahanan dan
Keamanan

:l o n

Kawasan Energi dan
Infrastruktur

n o

Kawasan Peruntukan
Industri

.]

:l

:') o

Kawasan Pertanian
Kawasan Perikanan

4.2 l(awasan Ibu Kota

Pendekatan di dalam penyusunan arahan perencanaan ruang pada kawasan
KIKN adalah sebagai berikut:

a. memastikan distribusi yang merata antara ruang perkantoran, ruang
hunian, layanan publik, dan lahan hijau di dalam kawasan perkotaan;

b ragam tipe hunian di tiap-tiap kecamatan, yaitu daerah
jangkauan berjalan kaki 1O menit berdasarkan sebaran perekonomian
masyarakat sehingga tercipta hunian yang mudah dijangkau bagi seluruh
masyarakat;

c. melestarikan daerah yang memiliki kerentanan tinggi (ekologis maupun
geologis), sebagai daerah hijau atau pengembangan non-perkotaan,
misalnya kawasan pertanian, hutan, atau daerah konservasi;

d. meminimalkan relokasi permukiman yang sudah ada; dan

e. meningkatkan integrasi dengan masyarakat lokal (transmigran/ adat)
dalam kegiatan ekonomi sehingga dapat bersama-sama mendukung
keberlanjutan dan ketahanan Ibu Kota Nusantara.

Berdasarkan analisis di atas, ditentukan area yang dapat dikembangkan dan
yang tidak dapat dikembangkan. Area pengembangan KIKN terdiri atas:

a. Wilayah yang dapat dikembangkan atau kawasan pengembangan
perkotaan dengan total 14 area perkotaan yang tersebar pada setiap pusat
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kegiatan tersebut. Area perkotaan ini diintegrasikan dengan sistem jaringan
transportasi dan jaringan infrastruktur untuk keterpaduan
pembangunan dalam kawasan, mewujudkan keserasian pembangunan
kawasan pengembangan KIKN dengan kawasan sekitamya, serta untuk
mewujudkan perencanaan ruang wilayah KIKN yang berkualitas.

Gambar 4-9 Peta Rencana Area Pengembangan Perkotaan KIKN

b Kawasan bukan perkotaan yang akan menjadi pendukung kawasan
perkotaan seperti:

1. daerah perbukitan sebagai kawasan dengan alam yang sensitif yang
berlereng dan memiliki kekayaan alam yang akan dipertahankan dan
dilestarikan. Pengembangan di kawasan ini sangat dibatasi sesuai
dengan daya dukung alamnya. Kawasan hutan ini memiliki potensi
menjadi tempat aktivitas masyarakat serta konsep pengembangan
pariwisata yang berorientasi pada budaya dan keseimbangan alam
(eco-anlturel di dalam KIKN;
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ruang hijau dan ruang biru yang terletak di selatan KIPP merupakan
daerah yang dibatasi pengembangannya sebagai upaya untuk
membatasi pengembangan kota ke arah selatan dan mencegah
perluasan yang tidak tertata (spraul); dan

kawasan lahan basah yang terbagi meqiadi dua karakter:

a) daerah konservasi bakau, yaitu kawasan bakau di Teluk
Balikpapan sebagai kawasan lindung; dan

b) daerah pertanian lahan basah, yaitu mencakup daerah yang saat
ini dihuni oleh masyarakat transmigran, terutama di daerah
Sukar4la dan Tengin Banr.

Arahan perencanaan ruang di wilayah KIKN juga disusun dengan mengacu
kepada pertimbangan kebutuhan ruang di dalam KIKN berdasarkan
perhitungan proyeksi ekonomi dan penduduk yang akan tinggal dan beraktivitas
di KIKN. Perencanaan distribusi kepadatan penduduk dalam kawasan perkotaan
KIKN ini dilakukan dalam dua bentuk pendekatan, yaitu distribusi penduduk
dan rencana struktur kawasan. Distribusi penduduk dan akomodasi kebutuhan
ruang diterjemahkan dari proyeksi populasi dan kegiatan yang akan ditampung
di kawasan perkotaan Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan analisis tersebut,
diperoleh sebaran jumlah penduduk yang dapat ditampung (kepadatan
penduduk) pada setiap area perkotaan sebagaimana yang ditunjukkan pada
Gambar 4-lO berikut.

2

3
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KIKN direncanakan terdiri atas empat pusat kegiatan, yaitu: tiga pusat kegiatan
primer (Pusat Pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP),

Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara Barat (Kawasan Barat Ibu Kota Nusantara),
Pusat Kegiatan lbu Kota Nusantara Timur (Kawasan Timur Ibu Kota Nusantara),
serta satu pusat kegiatan sekunder yaitu Pusat Kegiatan Ibu Kota Nusantara
Utara (Kawasan Hijau Utara) dengan merujuk pada Gambar 4-11. Pusat
kegiatan primer dalam KIKN ditempatkan berdasarkan lokasi daerah yang dapat
mendukung kawasan dengan kepadatan lebih tinggi dengan didukung oleh
keberadaan stasiun kereta antar kota yang menghubungkan KIKN dengan
Simpang Samboja, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda. Pusat kegiatan
sekunder di KIKN merupakan pengembangan area perkotaan dengan kepadatan
relatif lebih rendah dan tidak terhubung secara langsung dengan Kota
Balikpapan dan Kota Samarinda.
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Gambar 4- l 1 Peta Rencsna Pusat Kegiatan dan Area Perkotaan di KIKN

Untuk mencapai indikator kinerja utama, arahan perencanaan ruang di wilayah
KIKN merujuk pada kebijakan dan strategi Penataan ruang sebagaimana
tercantum pada Tabel 4-8 berikut ini:

Tabel 4-8 Arahan Perencanaan Ruang pada KIKN berdasarkan KPI

1. Selaras
dengan Alam

1.1 >75o/o dari
256.142
hektare area
untuk ruang
hijau (65%
area dilindungi
dan 1O7o
produksi
pangan)

1. Mempertahankan
hutan yang ada

2. Mele starikan
keanekaragaman
hayati

3. Mempertahankan
siklue alcmi air
dengan penerapan
prinsip kota spons

1. MenJrusun perencanaan
ruang berdasarkan daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup dan
keanekaragaman hayati

2. Menetapkan dan
melestarikan kawasanr
Iindung pada KIKN untuk
meningkatkan
keanekaragaman hayati
dan mencapa.i Net kro
Emission
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1.2 100 %
penduduk
dapat
mengakses
ruang hijau
rekreasi dalam
1O menit

1.3 100 %
penggantian
ruang hiiau
untuk setiap
bangunan
bertingkat
institusional,
komersial, dan
hunian

3. Melaksanakan restorasi
hutan

4. Memaksirnalkan
pengurangan limpasan
permukaan dan
penampungan air hujan
dengan ruang terbuka
biru dan kolam kolam
tampungafl

5. Mengembangkan ruang
terbuka hdau dan biru
yang saling berhubungan,

6. Memaksimalkan
peresapan air hujan ke
dalam tanah melalui
intervensi desain berpori
di seluruh kota

1. Memanfaatkan sempadan
sunga.i dan danau, serta
lahan kritis sebagai ruang
terbuka hliau

2. Memastikan ruang
terbuka hilau mudah
diakses

Menyediakan ruang
terbuka hijau yang
mudah diakses

Menerapkan konsep
bangunan ramah
lingkungart

Menerapkan kon$ep atap
hija:r lgreen roofl dan green
ualls dalam bangunan

Mempertahankan
siklus alami air
dengan penerapan
prinsip kota spons

l. Mengurangi limpasan
permukaan skala
lingkungan permukiman
hingga skala kawasan, di
mana 100% bangunan
dan gedung meneraPkan
kebijakan Zerc Delta Q

2. Memaksimalkan
pemanenan air hujan
dalam skala rumah,
gedung, dan kawasan,
termasuk penerapan
green roofiop
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2. Bhinneka
T\rnggal Ika

2.7

2.2

1007o integrasi
seluruh
penduduk

Sorlal:
Mengintegrasikan
masyarakat eksisting
dan pendatang

1. Mengakui dan melindungi
hutan adat dan kampung
adat bagi masyarakat
adat setempat

2. Melibatkan masyarakat
lokal dalam kegiatan
ekonomi yang
dikembangkan di lbu
Kota Nusantara

3. Meminimalisasi relokasi
permukiman eksisting

1OO7o warga
dapat
mengakses
layanan
sosial/ masyara
kat dalam
walrtu 10
menit

Menyediakan layanan
sosial sesuai standar
yang berlaku dan
mudah diakses

1. Menyediakan hunian
berbagai tipe yang
mewadahi berbagai
pendapatan masyarakat
(mixed-income lousingil
untuk memberikan
kemudahan akses
layanan sosial dan
layanan dasar

2. Menempatkan fasilitas
layanan publik dalam
kawasan perkotaan yang
terintegrasi dengan
simpul transportasi
umum massal

2.3 100% ruang
publik
dirancang
menggunakan
prinsip akses
universal,
kearifan lokal,
serta desain
yang responsif
gender inklusif

Sorlrl:
Menyediakan fasilitas
dan jaringan
infrastruktur yang
inklusif

Uoblllt$ dan

Memprioritaskan
penggunaan
transportasi umum

Menciptakan fasilitas umum
yang inklusif dengan desain
yang memenuhi standar
universal

Menyediakan sistem
transportasi umum serta
fasilitas perpindahan
multimoda di wilayah KIKN

3. Terhubung,
Aktif, dan
Mudah
Diakses

3.1 aOYo
pefalanan
dengan
transportasi
publik atau
mobilitas aktif
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Menciptakan
lingkungan yang
ramah terhadap
pejalan kaki

Menyediakan fasilitas
umum dan layanan
sosial yang mudah
diakses

Menyediakan jarilgan non-
matorized yar:g rnemadai dan
terintegrasi dengan
transportasi umum

1. Mendistribusikan hunian
secara proporsional
berdasarkan sarana
transportasi massal agar
dapat mencapai
bangkitan yang optimal

2. Menempatkan fasilitas
umum dan layanan sosial
dalam kawasan
perkotaan yang
terintegrasi dengan
simpul transportasi
umum massal

3.2 10 menit ke
fasilitas
penting dan
simpul
transportasi
publik

3.3

4.1

<50 menit
koneksi transit
ekspres dari
KIPP ke
bandara
strategis pa.da
tahun 2030

Instalasi
kapasitas
energi
terbarukan
akan
memenuhi
toov"
kebutuhan
energi Ibu Kota
Nusant€ra

6OVo
penghematan
energi untuk
konservasi

Menciptakan
konektivitas yang
terintegrasi antar
satu pusat wilayah
dengan pusat wilayah
lainnya

Mendukung peralihan
penggunaan energi
menjadi energi
terbarukan

Menerapkan desain
pasif untuk
mengurangi konsumsi
energi

1. Menghubungkan simpul
transportasi regional
dengan angkutan umum
massal di dalam KIKN

2. Memberikan konektivitas
yang mudah dan
langsung menuju KIKN

1. Menyediakan
infrastruktur energi
terbarukan yang
menjamin ketersediaan
dan distribusi energi
terbarukan di lbu Kota
Nusantara

2. Menyediakan
infrastrulrtur pendukung
peralihan penggunaan
gas alam ke ga.s hidrogen

4. Rendah
emisi karbon

4.2 1. Menerapkan prinsip-
prinsip desain pasif pada
bangunan dalam KIKN

2. Menerapkan tata letak
bangunan sesuai dengan
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energi dalam
gedung

4.3 Net z.ero
emrssion untuk
Ibu Kota
Nusantara di
20,45 di
kawasan
256.142
hektare

6. Aman dan
terjangkau

6.1 Ranking l0
besar kota
paling layak
huni di dunia
pada tahun
2045

6.2 Permukiman
yang ada dan
terencana di
kawasan
256.t42
hektare

arah jalur angin dan
penempatan ruang
terbuka hijau

Mengoptimalkan dan
mengurangi
penggunaan energi

Menciptakan pengembangan
kawasan dengan fungsi
campuran yang terintergasi
dengan sistem transportasi
massd

l. Mendistribusikan
penduduk secara
proporsional berdasarkan
sarana transportasi
massal agar dapat
mencapai bangkitan yang
optimal

2. Menerapkan perencanaan
tata ruang dengan fungsi
campuran yang
terintegrasi dengan
transportasi publik

1. Menciptakan kota
yang layak huni
yang memberikan
rasa aman bagi
masyarakatnya

2. Menerapkan
pengembangan
lahan perkotaan
dengan konsep
campuran

Menerapkan sistem
pintar pemantauan
lingkungan hidup

1. Membangun pusat
kendali dan sistem
terpadu

2. Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya

Menerapkan sistem
peringatan dini multi
ancaman bencana

1. Membangun pusat
kendali dan sistem
terpadu

2. Memasang alat
pemantauan dan fasilitas
pendukung lainnya

l. Mendistribusikan layanan
umum yang terintegrasi
dengan simpul
transportasi umum

2. Menyediakan hunian
berbagai tipe yang

Menyediakan layanan
dan fasilitas umum
yang mudah diakses
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memiliki akses
terhadap
infrastruktur
penting di
2045

Penycdlaal elr:
lOO% air diperoleh
dari air permukaan.
dan 1O0% akses air
minum aman

Penurunan risiko
banjir

mewadahi berbagai
pendapatan masyarakat
(mixed-inconE housingll
untuk memberikan
kemudahan akses
layanan sosial dan
layanan dasar

3. Menyediakan layanan
masyarakat dan akses
bagi penghuni kawasan
non-perkotaan KIKN,
misalnya pada kawasan
masyarakat adat dan
kawasan permukiman
yang sudah ada

Menyediakan liahan untuk
sistem penyediaan air
minum

1. Pembangunan
infrastruktur pengendali
banjir untuk menurunkan
besaran dan menunda
waktu banjir, menahan
luapan air

2. Menjaga area sempadan
sungai

3. Pemetaaan daerah rawan
banjir dan p€masangan
peil banjir

4. Penerapan standar
bangunan sesuai risiko
banjir

6.3 Perumahan
layak, aman,
dan terjangkau
yang
memenuhi
rasio hunian
berimbang

Memastikan
penyediaan
perumahan yang
inklusif, aman, dan
terjangkau

Menyusun reguLasi dan
kebilakan terkait penyediaan
perumahan yang dapat
diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat
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Catatan: Prinsip dar Strategi diBelaraskan dengan Bab 3 Prinsip Dasar Pembangunan lbu Kota Nusantara

4.2.I Arahan Perencanaan Strukttrr Ruang

Arahan Rencana Struktur Ruang KIKN disusun berdasarkan pusat-pusat
pelayanan dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai
pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Rencana Pusat Pengembangan
Pelayanan di KIKN ditentukan sesuai dengan kebutuhan yang dicantumkan
pada Sub Bab 3.6.5 mengenai Pengembangan Fasilitas Umum dan Fasilitas
Sosial, yang juga berdasarkan kriteria berikut:
a. kebutuhan ruang untuk kegiatan perekonomian, pemerintahan, serta

layanan masyarakat berdasarkan target PDRB KIKN, dengan
mempertimbangkan kelestarian lingkungan;

b. mempertimbangkan kondisi fisik kawasan berupa potensial kawasan yang
dapat dikembangkan (Go area/ No-Go areal;

c. mempertimbangkan daya dukung lingkungan hidup wilayah; dan
d. mempertimbangkanefisiensitransportasipublik.

Berdasarkan sistem rencana pengembangan pusat-pusat pelayanan kegiatan di
wilayah KIKN terdiri 14 area perkotaan dikelompokan menjadi 3 pusat kegiatan
primer dan 1 pusat kegiatan sekunder (lihat Gambar 4-11), dengan titik berat
pengembangan yang disesuaikan dengan strategi kegiatan ekonomi pada Sub
Bab 3.2, sebagai berikut:

7. Kenyamanan
dan efisiensi
melalui
teknologi

Mewujudkan
peringkat
sangat tinggi
dalam E-
Gouemment
Deuelopm.ent
Index (EGDI)
oleh
Perserikatan
Bangsa-Bangsa

7.1 TIN:
Menerapkan sistem
pemantauan kinerl'a
p€rkotaan berbasis
digital untuk
meningkatkan peran
serta masyarakat
dalam pengelolaan
perkotaan

1. Mengembangkan sistem
pemantauan kinerja
perkotaan berbasis digital
yang mudah dialses

2. Menetapkan standar dan
prosedur sistem
pemantauan kinerja
perkotaan berbasis digital
dengan menggunakan
mekanisme [sllagi pakai
data

3. Sosialisasi sistem
p€mantauan kineda
perkotaan berbasis digital
kepada masyarakat

SK No l4l977A



SIDEN
INDONESIA

-325-

yang akan mewadahi kegiatan
pemerintahan nasional, kegiatan ekonomi (perkantoran dan jasa),
kegiatan pendidikan, MICE dan pusat olahraga, kegiatan kesehatan,
serta kawasan permukiman.

2. Pusat Kegiatan Ibu Kota lYusantara Barat yang akan mewadahi
kegiatan ekonomi pada skala nasional, kegiatan permukiman,
kegiatan perekonomian pendukung pada skala kota dan lokal, serta
fasilitas layanan masyarakat termasuk pada skala nasional, regional,
dan lokal. Pengembangan pada kawasan ini akan dititikberatkan pada
kawasan di sekitar stasiun kereta antar kota yang menghubungkan
Ibu Kota Nusantara Barat dengan KIPP, Ibu Kota Nusantara Timur,
bandara, dan Kota Balikpapan.

3. ftrsat Keglatan Ibu Kota Nusantara Tlmur yang akan mewadahi
kegiatan ekonomi pada skala nasional, kegiatan permukiman,
kegiatan perekonomian pendukung pada skala kota dan lokal, serta
fasilitas layanan masyarakat termasuk pada skala nasional, regional,
dan lokal. Kegiatan di Ibu Kota Nusantara Timur difokuskan pada
kegiatan inovasi (talent pootl, dan teknologi. Pusat kawasan ini akan
diletakkan pada sub-pusat pelayanan yang terletak di sekitar stasiun
kereta antar kota yang menghubungkan Ibu Kota Nusantara Timur
dengan KIPP, IKN Barat, bandara, dan Kota Balikpapan secara
langsung.

tara Utara yang akan mewadahi
kegiatan ekonomi, riset, pariwisata, dan pengembangan pertanian
perkotaan (inovasi dan riset pertanian).

4.2.L.1 Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Rencana sistem jaringan transportasi ini dirancang untuk mencapai prinsip
perancangan Masterplan yang "Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses'
(penjelasan rinci pada Sub Bab 3.6.6), sesuai dengan KPI:

a. 8O persen perjalanan dengan transportasi umum atau mobilitas aktif,
dengan memprioritaskan transportasi berkelanjutan; dan 10 menit ke
fasilitas penting dan simpul transportasi umum, dengan
lingkungan yang ramah bagr masyarakat.

Pejalan kaki dan menciptalan akses yang mudah ke fasilitas dasar, sosial,
dan komunitas (termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan) untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari.

1

4

b
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Sistem transportasi yang tercakup dalam kawasan KIKN terdiri atas (lihat
Gambar 4-12):

a. Angkutan umum massal berbasis rel, yang terdiri atas kereta antar kota
yang akan menghubungkan KIKN dengan Balikpapan dan Samarinda, serta
transportasi berbasis rel skala lokal yang akan menghubungkan kawasan-
kawasan perkotaan dalam KIKN.

b. Transportasi jalan dengan jalur logistik yang terpisah dari jalur transportasi
dalam kota, yang tidak hanya menghubungkan masing-masing kawasan
pengembangan perkotaan di dalam KIKN, tetapi juga menghubungkan
KIKN dengan Wilayah Ibu Kota Nusantara keseluruhan, Balikpapan, dan
Samarinda.

c. Transportasi umum yaitu feederbus untuk mencakup 'area 10 menit'yang
mencakup titik terjauh dari simpul angkutan umum massal berbasis rel
terakhir di kawasan-kawasan perkotaan dalam KIKN.

Gambar 4-12 Peta Rencana Sistem Jaringan Ttansportasi di KIKN

.SK No l419l8A
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4.2.L.2 Rencana Jaringan Infrastruktur

Perencanaan infrastruktur KIKN merupakan bagian dari perencanaan
infrastruktur menyeluruh yang mencakup Wilayah Ibu Kota Nusantara
berdasarkan konsepsi pasokan dan kebutuhan. Rencana jaringan infrastruktur
ini dirancang untuk mencapai prinsip perancangan Rencana Induk Ibu Kota
Nusantara yang rendah emisi, sirkular, serta efisien (penjelasan detail pada Sub
Bab 3.6.6), sesuai dengan KPI:

a. Instalasi kapasitas terbarukan akan memenuhi 100 persen produksi energi
yang dilakukan di Ibu Kota Nusantara.

b. 6O persen peningkatan efisiensi energi dalam bangunan umum yang baru
di tahun 2045, sehingga mendorong desain pasif untuk mengurangi
konsumsi energi.

c. Mencapai net 
",ero 

embsion (operasional) pada tahun 2045, guna
mengoptimalkan dan mengurangi penggunaan energi.

d. Memiliki akses terhadap infrastruktur penting di 2045 dengan menjamin
pasokan air baku selama 6 bulan yang dijaga untuk kebutuhan pada
musim kering, serta 100 persen air minum layak dan aman melalui jaringan
SPAM perpipaan.

e. 7 5o/o area untuk ruang terbuka hijau melalui dukungan 1O0 persen
bangunan dan gedung menerapkan nol perubahan limpasan permukaan
(kro Delta Ql.

f. 100 persen air limbah akan diolah melalui sistem pengolahan pada tahun
2035, sehingga memastikan Ibu Kota Nusantara siap menghadapi
perubahan iklim.

Pendetailan sistem jaringan infrastruktur keseluruhan untuk KIKN akan
dituangkan dalam beberapa rencana sebagai berikut:
a. Slstem Jarlngan lafrastruktur Energi dan

Produksi listrik dan gas hidrogen hijau akan diupayakan sebesar
mungkin berasal dari dalam Wilayah Ibu Kota Nusantara. Seluruh
produksi listrik di Wilayah Ibu Kota Nusantara berasal dari sumber-
sumber energi terbarukan, terutama tenaga surya.
Pasokan listrik, selain yang diproduksi sendiri di dalam Wilayah Ibu
Kota Nusantara, masih akan mengandalkan pasokan dari Sistem
Ketenagalistrikan Kalimantan. Jaringan transmisi dan gardu listrik
yang sesuai akan dibangun untuk menghubungkan Sistem
Ketenagalistrikan Kalimantan dengan Sistem Ketenagalistrikan Ibu
Kota Nusantara.

1

2
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Smart grid, termasuk sm art metering akan dikembangkan di sistem lbu
Kota Nusantara dengan mempertimbangkan faktor keamanan
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jaringan.

Sementara itu, permintaan gas (terutama gas
meningkat di Ibu Kota Nusantara seiring dengan
penduduk dan aktivitas.

4 bumi) juga akan
jumlah

5 Jaringan transmisi gas bumi yang sesuai akan dibangun untuk
menghubungkan Jaringan Ttansmisi Gas Bumi Kalimantan dengan
sistem gas bumi Ibu Kota Nusantara. Jaringan distribusi gas bumi
akan dibangun di Ibu Kota Nusantara. Diupayakan agar
jaringan distribusi gas bumi di lbu Kota Nusantara akan terintegrasi
dengan jaringan gas hidrogen yang juga akan dikembangkan. Gas
bumi akan didistribusikan ke mna perumahan dan permukiman.

Gambar 4-13 Peta Rencana Sistem Jaringan Infrastruli.tur Energi di KIKN
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b. Slstem Jarlngan Infrastruktur Air Mlnum
Sistem Jaringan Infrastruktur Air Minum dikembangkan melalui Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dibangun berdasarkan permintaan dan
ketersediaan air (dengan memperhitungkan sumber air permukaan dan
kebutuhan air minum baik untuk kepentingan domestik maupun non
domestik). Pasokan air minum akan didapatkan dari dua bendungan:

l. Tahap pertama, kebutuhan air minum penduduk di KIPP akan
dipenuhi oleh sumber air dari Bendungan Sepaku Semoi dan Intake
Sungai Sepaku (sesuai strategi pada Sub Bab 3.6.4).

2. Tahap kedua dan tahapan selanjutnya, bendungan yang berada di luar
KIKN akan mengakomodasi kebutuhan air minum penduduk di KIKN.

Sistem jaringan Infrastruktur dikelola untuk mendukung ketahanan
terhadap daya rusak dan konservasi air untuk wilayah KIKN, dengan
mengedepankan fungsi selaras dengan alam. Jaringan koridor hijau biru
akan dibangun sesuai dengan prinsip kota spons. Koridor biru yang
dibangun juga harus bisa multifungsi, baik sebagai pengendali daya rusak
dan konservasi air, sumber air alternatif, hingga vista kota.

Sistem utama pengendalian banjir sebagai perlindungan terhadap daya
rusak juga ditargetkan untuk mampu melindungi terhadap banjir dengan
probabilitas kala ulang 1O0 tahunan. Adapun keandalan dari sistem ini
juga sangat tergantung dengan keberhasilan implementasi peraturan
terkait perubahan koefisien limpasan permukaan, utamanya pada skala
mikro bangunan dan gedung. Untuk itu, ditargetkan 100% bangunan dan
gedung dapat mematuhi kebljakan kro Delta Q, yErng akan ditetapkan pada
peraturan yang lebih detail.

c.

Sistem Jaringan Infrastruktur Air Limbah akan dilakukan melalui Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), di mana air limbah
domestik akan dialirkan dari masing-masing blok/ parel menuju Instalasi
Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) dengan menggunakan jaringan
perpipaan air limbah domestik yang memanfaatkan kontur alami di
sepaqlang riparian sungai. Area dalam KIKN yang belum bisa terlayani oleh
SPALD-T atau berada di luar pengembangan jaringan
perpipaan SPALD-T yang sudah direncanakan, dapat dilayani dengan
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SPALD-T skala permukiman. l,okasi akan ditentukan setelah studi
kelayakan lebih lanjut dengan memperhatikan area yang dapat dan tidak
dapat dikembangkan (sesuai strategi pada Sub Bab 3.6.3).

G. Slstem Jarlngan lafrastruktur Teknologl Iaformarl dan Komualkesl

Sistem Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
direncanakan berfungsi untuk menciptakan kawasan perkotaan Ibu Kota
Nusantara yang terhubung dengan jaringan telekomunikasi nasional dan
global, terutama karena KIKN diharapkan dapat menjadi pusat
pemerintahan dan kekuatan ekonomi baru di Indonesia (sesuai strategi
pada Sub Bab 3.6.8).

Gambar 4-14 Peta Rencana Sist€m Jaringan Infrastruktur TIK di KIKN

SK No 141740A



FRESIDEN
REPUBLIK TNDONESIA

-331 -

f. Slstem Jarlngan Iafrastruktur Persampahan

Sistem jaringan infrastruktur persampahan dikembangkan dengan prinsip
memaksimalkan pengurangan sampah sedekat mungkin di sumber untuk
meminimalkan residu yang sampai di TPA. Sistem pengangkutan sampah
akan dilakukan dengan mengutamakan kenyamanan permukiman seperti
pemilihan jam pengangkutan dan kendaraan pengangkut. Lokasi akan
ditentukan setelah studi kelayakan lebih lanjut dengan memperhatikan
area yang dapat dan tidak dapat dikembangkan (sesuai strategi pada Sub
Bab 3.6.2).

4.2.2 Arahan Perencanaan Pola Ruang

Arahan perencanaan pola ruang di wilayah KIKN terdiri atas rencana
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk
fungsi budi daya. F\rngsi budi daya termasuk diantaranya adalah ruang kegiatan
pemerintahan, ruang kegiatan ekonomi, ruang kegiatan terkait infrastruktur,
ruang kegiatan sosial budaya, dan kegiatan yang terkait pertanian di dalam
KIKN. Analisis untuk menghasilkan arahan perencanaan pola ruang di.KIKN
berdasarkan pada:

1. kondisi fisik kawasan (golnogo areal yatg menunjukkan kawasan yang
dapat dikembangkan menjadi pusat pelayanan kegiatan, serta kawasan
yang memiliki fisik yang sensitif, termasuk di antaranya kawasan rawan
bencana dan kawasan yang perlu dilestarikan terkait keberadaan
keanekaragaman hayati, terutama spesies yang telah terancam punah;

2. daya dukung dan daya tampung lahan;

3. distribusi penduduk dan kegiatan ekonomi yang akan dilaksanakan di
KIKN;

4. kebutuhan ruang hunian dan ruang untuk kegiatan ekonomi; dan

5. indikator keberhasilan kota, termasuk indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan.

SK No l4l984A
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Gambar 4-15 Peta Rencana Pola Ruang di KIKN

Adapun sebaran kawasan pada rencana pola ruang KIKN ddabarkan sebagai
berikut pada Tabel 4-9.

Tabel 4-9 Persebaran Rcncana Kawasan pada KIKN

SK No l4l739A

Klasifikasi Pola Ruang 

Indikasi Lokasi 

(Wilayah Perencanaan) 

KIPP IKN Barat IKN Timur IKN Utara 

Kawasan Lindung 

Kawasan Rimba Nusantara     

Kawasan Rimba Kota • √ •  •  •  

Kawasan Perlindungan Setempat •  •  •  •  

Kawasan Ekosistem Mangrove  •  •   

Kawasan Perairan • √ •  •   
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4.2.3.1 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan

Ketentuan pembangunan di area perkotaan dibagi menjadi tiga aturan dasar,
yaitu aturan wqiib, aturan anjuran utama, dan aturan anjuran. Adapun masing-
masing aturan memiliki definisi sebagai berikut:
a. Aturan wqllb, merupakan aturan yang disusun menurut peraturern tata

kota dan bangunan gedung setempat atau pun aturan spesifik
pengembangan kawasan yang mengikat sesuai dengan visi pengembangan
yang ditetapkan (bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati/diikuti)
terutama hal-hal yang berhubungan langsung dengan KPI perencanaan
kawasan.

b. Aturan aqruran utama, merupakan aturan umum yang disusun menurut
kaidah umum pengaturan teknis bangunan dan lingkungan dengan
sasaran terciptanya desain kawasan dengan arahan tampilan bangunan
dan lingkungan yang berkualitas (bersifat mengikat dan dianjurkan untuk
ditaati/diikuti).

c. Aturan aqiuran, merupakan aturan yang disusun menurut kesepakatan
desain yang disesuaikan dengan visi kawasan dan para pemangku
kepentingan terkait (bersifat mengikat serta dianjurkan untuk ditaati atau
diikuti).

SK No 141986A

Klasifikasi Pola Ruang 

Indikasi Lokasi 

(Wilayah Perencanaan) 

KIPP IKN Barat IKN Timur IKN Utara 

Kawasan Budi daya 

Kawasan Pariwisata  •  •  •  

Kawasan Pertahanan dan 

Keamanan • √ •  •  •  

Kawasan Energi dan 

Infrastruktur 
 •   •  

Kawasan Pertanian  •  •   

Zona Perkantoran Pemerintah •     

Zona Bisnis dan Perekonomian • √ •  •   

Zona Pendidikan Riset dan 

Kesehatan • √ •  •  •  

Zona Hunian Kepadatan Sedang • √ •  •  •  

Zona Hunian Kepadatan Rendah • √ •  •  •  
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Komponen-komponen pada tabel terbagi menjadi aturan wajib, aturan anjuran
utama, dan aturan anjuran dasar, didetailkan sebagai berikut:

a. Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)

Kedudukan KIPP pada KIKN yaitu terletak pada kawasan perkotaan 1

dan 2. Fungsi kawasan yang menampung kegiatan pemerintahan nasional
dan kegiatan ekonomi, serta kawasan permukiman. Adapun letak beserta
ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-16 dan
Tabel 4-10.

Gambar 4-16 Peta Pusat Kegiatan Pemerintah-KlPP
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Tabel 4- I O Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan - KIPP

If,aa

t frr!
f.ryt

Aree Fe*futa.I t
Perkantoran
Pemerintah

736 Perkantoralr
Pemerintah

l4o/o 10** 85.400 Kepadatan
Sedang
100- 150

Industri dan
manufaktur

Komersial 5o/o 10*

Fasilitas 60/" 4

72Hunian bertingkat 2lo/"

Hunian tapak khusus 4Vo 3

Ruang Terbuka Hilau

Pergerakan dan
Transportasi

300/"

200/0
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pfr.,
Trsgct

Industri manufaktur

r.{!ri,.Erl

l4Yo

7Yo

gYo

200/"

Bisnis dan
Perekonomian

4ao Perkantoran
Pemerintah

10** 74.500 Kepadatan
Tinggi f50-200

Komersial 10*

Fasilitas 6

Hunian bertingkat 72

Ruang Terbuka Hlfau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

8

8

Hunian
Kepadatan
Sedang

444 Pendidikan Tinggi 20/" 58.800 Kepadatan
Sedang 10O-

150

Industri manufa-ktur

Komersial 120/"

Fasilitas 90/" 4

Hunian bertingkat 200/o t2
Hunian tapak 70/o 2
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f-r-t.]

r31t

ffr:ct nop*r*

{.rfr.}

llirgpt
r.rffi{i:lt

Ruang Terbuka Hilau 3Q"/o

Industri manufaktur

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

139 Pendidikan Tingqi 76Yo 8 18. r00 Kepadatan
Sedang 10O-

150
Komersial 50/" 8

Fasfitas 60/" 4

Hunian bertingkat 170/o t2
Hunian tapak 6(,/0 2

Ruang Terbuka Hiiau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

2oo/o
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rrrrr

E]
7t4 4

4

th4ct foealtrl

pf*,i!
10.300 Kepadatan

Rendah
< 100

Hunian
Kepadatan
Rendah

Komersial t20/" Industri manufaktur
Fasilitas 9v"

Hunian bertingkat 13v" t2
Hunian tapak

Ruang Terbuka Hiiau

l6Yo 2

3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

Rimba Kota 530 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4- Industri
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ir'!'.lt

r,L!itlit:
Tr{Gt Pogsl.l

t r*il.|

trrlet

l.Itn/Hal
froe Pcrlotera 2
Bisnis dan
Perekonomian

142 Komersial 4y;o lo* 24.400

l4o/o 6

320/" 72

30.,/"

200/0

60/" 8 16.100

20i)/" 4

t5v" 72

8o/o 2

300/0

Kepadatan
Tinggi f50-2O0

Kepadatan
Sedang 10O-

150

Industri manufaktur
Fasilitas

Hunian bertingkat

Ruang Terbuka Hiiau

Pergerakan dan
Transportasi

Komersial

Fasilitas

Hunian
Kepadatan
Sedang

152 Industri manufaldur

Hunian bertingkat

Hunian tapak

Ruang Terbuka Hilau
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X{!a

{ft, lrfrr)r,I.i!'!-ili:l'!

Pergerakan dan
Transportasi

20"/"

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

724 Pendidikan Tinggi ao/" 8 13.500

14.100

Kepadatan
Sedang
100- 150

Industri manufaktur
Komersial 50/" 8

Fasilitas 9o/" 4

Hunian bertingkat l8o/" t2
2Hunian tapal< to"/"

30v"Ruang Terbuka Hijau

Pergerakan dan
Transportasi

2OYo

Hunian
Kepadatan
Rendah

9l Komersial 260/0 4 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufalrtur
Fasilitas tov" 4

Hunian bertingkat 7o/" 72
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Catatan:

*Luasan kebutuhan bangunan yang tertera pada sub-bab ini merupakan proyeksi kebutuhan ruang berdasarkan proyoksi populasi dan sektor ekonomi yang secara
konsep telah dijabarkan pada Bab 3 dan 4 pada luas lahan yang dihitung berdasarkan citra satelit. Pada penerapan pembangunannya diperlukan perencanaan lebih
lanjut dengan pengukuran lapangan serta penyesuaian kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan perekonomian dan jumlah penduduk.
**Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tinggi memiliki anjuran rata-rata ketinggian maksimum 10 lantai dengan anjuran untuk ketinggian bangunan
landmark maksirnum 16 lantai dengan memperhatikan bata.s daya dukung tanah yang direkomendasikan pa.da kawasan perancangan.

ttl't]
ljl"Tl AftMter |Jlta,

I.tgst

Hunian tapak

300/"

2

Ruang Terbuka Hliau

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

Rimba Kota 180 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri
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b. Ibu Kota Nusantara Barat

Kedudukan Ibu Kota Nusantara Barat pada KIKN yaitu terletak pada
kawasan perkotaan 3, 4, 5, dan 6. Fungsi kawasan yang menampung
kegiatan ekonomi, permukiman serta fasilitas layanan masyarakat lainnya
dengan didominasi oleh perkantoran dan komersial dan didukung oleh
adanya kampus universitas unggulan dan rumah sakit berstandar
internasional. Adapun letak beserta ketentuan pembangunannya dapat
dilihat pada Gambar 4-77 dan Tabel 4-11.

Gambar 4-17 Peta Pusat Kegiatan Primer - Ibu Kota Nusantara Barat
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Tabel 4- 1 I Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan - Ibu Kota Nusantara Barat

Lura

Tlrn

fcgi.t ! y.sg lrlldll.r!
Uafrfod gmtaf! I.L-rrrrE (Jlrrl

Targct

(Jf?./H.l,I'irttEll
lrcl Pcrlotrer 3

Bisnis dan
Perekonomian

146 Komersial tao/" 10** 30.200 Kepadatan
Tinggi 150-2OO

Industri manufaktur
Fasilitas t3,"/" 6

Hunian bertingkat 78Yo 10

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

20lj/"

Hunian Kepadatan
Sedang

390 Komersial 22o/" 8

4

8

43.aOO Kepadatan
Sedarg 1O0- l5O

Industri manufaktur
Fasilitas 7lo/"

730/"

4'v"

Hunian bertingkat

Hunian tapak 2
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ftrarl
Llar

lIIsl

fcgietea yarg ll drtar Tr4ct Fopulart
fatrtano (Jtvel

Trrgct

(JrT./Eal f'Tf''l'!Tfir.Tiitfirl
Ruang Terbuka Hiiau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

200/o

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

811

2ta

Pendidikan Tinggi

Komersial

7"/o 8 42.600 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur

22v" a

4

8

2

Fasilitas 40/o

Hunian bertingkat 13Yo

Hunian tapak 4Yo

Ruang Terbuka Hljau 3O%o

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

33o/"Hunian Kepadatan
Rendah

Komersial 4 10.100 Kepadatan
Rendah < 10O

Industri manufaktur
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Luai

lErl Urtrlnun ptrel
Tirgct

(.rfra/H.l,:r'iTr--i?,il

Fasilitas 7Oo/" 4

Hunian bertingkat oo/o 4

Hunian tapak 70/o 2

Ruang Terbuka Hijau

Pergerakan dan
Transportasi

3Oo/"

2OYo

Rimba Kota 350 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonornian

3. Hunian
4. Industri

&aFarlotro{
Pariurisata 425 Pendidikan Tinggi 3o/" 4 24.900 Kepa.datan

Rendah < 100
Industri manufaktur
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Et[gri
fuer

tabfrdF.rrtdl
Isrg3t PopELrt fcgiatan yarg Ttdel

Komersial 3o/" 4

Fasilitas 60/0 4

Hunian bertingkat 30(,/" 4

Hunian tapak gYo 2

Ruang Terbuka Hiiau 30v"

Pergerakan dan
Transportasi

Komersial

200/o

4

4

4

Hunian Kepadatan
Rendah

161 24Yo I 1.OO0 Kepadatan
Rendah < 10O

Industri manufaktur

Fasfitas ll%o

Hunian bertingkat 7o/"

Hunian tapak AYo

300/0

2

Ruang Terbuka Hiiau
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trtrad
ffirlrl

IILI

Aergct Populart
Xrfrtaan |Jtra)

Ta4ct

(Jfs.lEa,[rEiil?t]
Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Rimba Kota 550 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Ar,.. Pcrtot g 5

Bisnis dan
Perekonomian

426 Komersial 2Oo/o 10* 66.900 Kepadatan
Tinggi 150-20O

Industri manufahur

Fasilitas

Hunian bertingkat

llo/" 6

7Ao/" to

Ruang Terbuka Hliau 3Oo/"
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(Ea, Xafrfanf llantafl
Terict

prr./Hrl
fcght t! 5nsg Tf.faf

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Hunian Kepadatan
Sedang

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

227 Komersial 30/" 8 30.900 Kepadatan
Sedang 1O0- 15O

Industri manufaktur
Fasilitas

Hunian bertingkat

2O"/o

2tv"

Hunian tapak 60/0

3OYoRuang Terbuka Hljau

Pergerakan dan
Transportasi

2OYo

553 Pendidikan Tinggi 740/" 8 75.900 Kepadatan
Sedang 100-150

Industri manufaktur
Komersial 3Yo a

Fasittas 7o/o

750/"

4

Hunian bertingkat 8
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krg.l
Lur:

(Esl [rE\tlErE

Hunian tapak too/"

Ruang Terbuka Hijau 3Oo/o

2

falrfmnptra|
Targct

Pergerakan dan
Transportasi

2O"/o

Rimba Kota 560 1- Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

r.F,Ttr'T'1.lrrtf,3
Bisnis dan
Perekonomian

294 Komersial 200/" 10* 24.500 Kepadatan
Tinssi r5O-200

Indushi manufalrtur

Fasilitas

Hunian bertingkat

73o/"

lao/o

6

10
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Luar

[aFn

Trrgct

prrr/ILl ilTfEiTrEr.r?rltrrt

Ruang Terbuka Hljau 30v"

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Hunian Kepadatan
Sedang

227 Komersial 230/" 8 24.5o0 Kepadatan
Sedang 1OO- l5O

Industri manufal<tur

Fasilitas l2%o

lOo/"

50/"

4

Hunian bertingkat 8

2Hunian tapak

Ruang Terbuka Hilau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

207i"

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

7l Pendidikan Tinggi 130/" 63.200 Kepadatan
Sedang 1O0- 15O

Industri manufaldur

Komersial 9"/"

Fasilitas 50/o 4

S( No 074429 C
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mlTl

Ural

Hunian bertingkat 16|l/0

Hunian tapak

falriorf fi,utdf
Tatict Polnlari Targct

8

1o.300

2

Ruang Terbuka Hijau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

20v"

Pariwisata 319 Komersial 330/" 4 Kepadatan
Rendah < 100

Industri manufaktur

Fasilitas 7Yo 4

Hunian bertingkat 4v"

6(,/0

3Oo/o

4

Hunian tapak 2

Ruang Terbuka Hijau

Pergerakan dan
Transportasi

20v"
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Catatan:
*Luasan kebutuhan bangunan yang tertera pada sub-bab ini merupakan proyeksi kebutuhan ruang berdasarkan proyeksi populasi dan sektor ekonomi yang secara
konsep telah dijabarkan pada Bab 3 dan 4 pada luas lahan yang dihitung berdasarkan citra satelit. Pada penerapan pembangunannya diperlukan perencanaan lebih
lanjut dengan pengukuran lapangan serta penyesuaian kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan perekonomian dan jumlah penduduk.
**Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tinggi memiliki anjuran rata-rata ketinggian maksimum lO lantai dengan anjuran untuk ketinggian bangunan
landmark rrraksrrtum 16 lantai dengan memperhatikan batas daya dukung tanah yang direkomendasikan pada kawasan perancangan.

IYaId
Lrr: fcghtar 1nng Dtdrt&r

Xafrforl llantefl
Ti*i.t Pol)ltlad

(Jrr.l

Rimba Kota 790 1. Perkantoran
Pemerintah

2- Bisnis dan
Perekonomian

3- Hunian
4- Industri
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Ibu Kota Nusantara Timur
Kedudukan Ibu Kota Nusantara Timur pada KIKN yaitu terletak pada area
perkotaan 7 , 8, 9, 10, dan I 1 . Fungsi kawasan yang menampung kegiatan
ekonomi, didominasi kegiatan riset dan inovasi skala nasional. Universitas
unggulan dan kegiatan riset pada kawasan ini berperan membentuk
karakter kawasan sebagai pusat inovasi (talent pooQ. Adapun letak
beserta ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-18 dan
Tabr-\ 4-12.

Gambar 4-1E Peta Pusat Kegiatan Primer - Ibu Kota Nusantara Timur
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Tabel4-12 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan - Ibu Kota Nusantara Timur

tFlrl
haglf T.rgct

lE! Uelrlnun pfir| (Jrr./E ,
llr.cr Fcr*oterr ?
Bisnis dan
Perekonomian

469 Komersial 230/" lo* 73.100 Kepadatan
Tinggi f 5O-2OO

Industri manufakh-rr

Fasilitas lOo/o 6

Hunian bertingkat 160/" lo
Ruang Terbuka Hijau 300/0

Pergerakan dan
Transportasi

20v"

Bisnis dan
Perekonomian
Kepadatan Sedang

335 Komersial 2lo/" 8 56.100 Kepadatan
Sedang 1O0- 15O

Industri skala besar

Fasilitas Ltv" 4

Hunian bertingkat 72v" 8

Hunian tapak 60/o 2

Ruang Terbuka Hliau 3OYo
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t'nrr fcgist s:nag DNIdlLar Trr$t Pofillrt
(tr1 F..!t f, {Jrral

TarECt yalg T*drt
DIII].IIEI

Pergerakan dan
Transportasi

20t,/"

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

557 Pendidikan Tinggi t90/o a

Komersial 30/o 8

Fasilitas a"/" 4

Hunian bertingkat 7"/" 8

Hunian tapak 740/" 2

Ruang Terbuka Hliau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

20(,/0

56.100 Kepadatan
Sedang 1O0- l5O

Industri manufa-ktur

Rimba Kota 90 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian
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Luar

E] rJ.r-ltltl! (Jrrrl
|Jrr./H.,

3. Hunian
4. Industri

Arca Pcr*otrn a
Bisnis dan
Perekonomian

101 Komersial 200/o 10* 17.000 Kepadatan
Tinggi 150-200

Industri manufaktur
Fasilitas ta"/" 6

Hunian bertingkat t20/" 10

Ruang Terbuka Hilau 3Oo/"

Pergerakan dan
Transportasi

2OYo

Hunian Kepadatan
Rendah

7t Komersial L7v" 8 6.500 Kepadatan
Sedang 100- 15O

Industri manufaktur
Fasilitas 2OYo 4

Hunian bertingkat oo/o 8

Hunian tapak l3o/" 2

SK Nc 074J34 C
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lE{
Ruang Terbuka Hijau 30l,/0

Pergerakan dan
Transportasi

2OYo

Tugct Targct fsgi.t r y.rry Tf.f.L
Urfrlnunpfial Erl

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

32 Pendidikan Tingsi 73v" 8 26.900 Kepadatan
Sedang
100- 150

Industri manufaltur
Komersial l3o/o 8

Fasilitas

Hunian bertingkat

5o/" 4

ao/" 8

Hunian tapak 120/" 2

Ruang Terbuka Hijau 300/0

Pergerakan dan
Transportasi

200/0

Rirnba Kota 150 1. Perkantoran
Pelnerintah
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flrget Trrgct
(Jfral (Jr-e/Ihl

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Itr?,.Elr!!

Arcc Pcrtotrra 9
Bisnis dan
Perekonomian

20,4 Komersial 7av" 10* 32.500 Kepadatan
Tinggi 150-2OO

Industri manufaktur

Fasilitas 20v" 6

Hunian bertingkat l2Yo 10

Ruang Terbuka Hijau 3OYo

Pergerakan dan
Transportasi

2oo/o

Komersial 330/" 8

Fasilitas 60/0 4

Bisnis dan
Perekonomian
Kepadatan Sedang

615 62.4o0 Kepadatan
Sedang 100- 15O

Industri skala besar

Hunian bertingkat 5v" a
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TrEGt TrrEGt Xcgfrt ! yarg ltdat
(H.l f*dorf |Ia*af] f,ifrlrunpfrr) uire/Hil

Hunian tapa.k 60/" 2

Ruang Terbuka Hijau 30"/"

Pergerakan dan
Transportasi

20(]/"

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

376 Pendidikan Tinggi 230/" 8 38.300 Kepadatan
Sedang lO0- 150

Industri manufalrhrr
Komersial 30/" 8

Fasilitas ao/o 4

Hunian bertingkat 8o/" a

Hunian tapak 7o/" 2

Ruang Terbuka Hijau 3O%o

Pergerakan dan
Transportasi

20v"

Rimba Kota 110 l. Perkantoran
Pemerintah
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Lrr.. Tugct Ibrg.t

tEl r,r.r-EIt!!! E Dtrl (.rfrrl DXEnrEt

2- Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

tls lc*otern lO
Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

105 Pendidikan Tinggi 77o/" 8 L2.400 Kepadatan
Sedang 100-15O

Industri manufaktur
Komersial sYo

14"/"

lOo/o

3o/o

8

Fasilitas

Hunian bertingkat

4

8

Hunian tapak 2

Ruang Terbuka Hljau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

200/"
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krad
lEl r.!i!Eni?! (Jtref(Laatatl

frrgct

|Jf?a/IIel
Hunian Kepadatan
Rendah

202 Komersial 390/" 4 8.500

4.600

Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufalrtur

Fasilitas 4

Hunian bertingkat 4Yo 4

Hunian tapak 4o/o 2

Ruang Terbuka Hliau 300/"

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

4

4

4

2

Pariwisata 110 Komersial

Fasittas

Hunian bertingkat

Hunian tapak

320/n Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaltur
sl]/n

50/o

7o/o

Ruang Terbuka Hljau 3Oo/"
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Lurt

(H.!

fcght !5nrg Df&iELll fcglrt ! y.rg Tid.L
(Jtre/Hat

20v"Pergerakan dan
Transportasi

Rimba Kota 30 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Aru Pcrhu 11

Hunian Kepadatan
Sedang

257 Komersial 260/o 8 31.700 Kepadatan
Sedang 1O0-15O

Industri manufaldur

Fasilitas

Hunian bertingkat

Hunian tapak

60/" 4

7Oo/o a

70/o 2

Ruang Terbuka Hljau 30(,/"
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lH.l r.r6Fn f,.f.fnrn (Jfrrl
llrrgct yrrt Tldrl

106

Pergerakan dan
Transportasi

200/o

Pendidikan, Riset,
dan Kesehatan

Pendidikan Tinggi 2OYo E 14.600 Kepadatan
Sedang 100- 150

Industri manufaktur

Komersial 8

Fasilitas 4

Hunian bertingkat 8o/" 8

Hunian tapak 6Vo 2

Ruang Terbuka Hiiau 30v"

Pergerakan dan
Transportasi

20(,/o

Hunian Kepadatan
Rendah

83 Komersial

Fasilitas

Hunian bertingkat

r9yo 4 8.500 Kepadatan
Rendah

< 100

Industri manufaktur

160/" 4

Oo/" 4
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Catatan:

penyesuaian kebutuhar ruang berdasarkan kegiatan perekonomian dan jumlah penduduk.

16 lantai dengan memperhatikar batas daya dukung talah yang direkomendasikan pada kawasan perancangan.

Lurs

tEl rJ?:r-lrtt! rl.L-tri.t Ersltltl
2Hunian tapak

Ruang Terbuka Hiiau

Pergerakan dan
Transportasi

Rimba Kota 120

75v"

3oo/o

2OYo

1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri
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Ibu Kota Nusantara Utara

Kedudukan Ibu Kota Nusantara Timur pada KIKN yaitu terletak pada
kawasan perkotaan L2, L3, dan 14. Fungsi kawasan untuk kepadatan yang
lebih rendah dibandingkan kawasan lain, serta didominasi oleh inovasi dan
riset di bidang pertanian, pariwisata/rekreasi, dan kesehatan. Adapun letak
beserta ketentuan pembangunannya dapat dilihat pada Gambar 4-19 dan
Tabel 4-13.

Gambar 4- 19 Peta Pusat Kegiatan Sekunder - Ibu Kota Nusantara Utara
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Tabel 4- 1 3 Ketentuan Pembangunan di Area Perkotaan - Ibu Kota Nusantara Utara

}u.a

lx{
Irrget

|Jfra,
rlrte Pcalotrra 12

Hunian Kepadatan
Sedang

151

143

Komersial 260/"

8Yo

8 16.500 Kepadatan
Sedang 100- 150

Industri manufaktur
Fasilitas

Hunian bertingkat

4
gYo

7o/o

8

Hunian tapak 2

Ruang Terbuka
Hljau

300/"

Pergerakan dan
Transportasi

20v"

22"/"Pendidikan, Riset, dan
Kesehatan

Pendidikan Tinsgi 8 14.600 Kepadatan
Sedang 100- 15O

Industri manufaktur
Komersial 3v" a
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Lu.a
fEng$

Xegletaa pag Dlldolrn
f.Lrh.f .Lllt fl r.kl'--'- (Jba)

TEsgct

AttHtr3
Fasilitas 90/" 4

Hunian bertingkat 8o/" a

Hunian tapak

Ruang Terbuka
Hijau

Pergerakan dan
Transportasi

Komersial

Fasilitas

9o/" 2

30v"

2Oo/"

Hunian Kepadatan
Rendah

397 3Ao/" 4 19.900 Kepadatan
Rendah < I OO

Industri manufaktur

3o/" 4

Hunian bertingkat 60/" 4

Hunian tapak 3o/" 2

Ruang Terbuka
Hijau

30"/"
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Il,.1r]!

lEr,
I:rlernrgrn |1rltalr,f?Hi'i,!!

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

4

4

4

Pariwisata 239 Komersial 32o/" 11.800 Kepadatan
Rendah < 1OO

Industri manufaktur

Fasilitas

Hunian bertingkat

Hunian tapak

Ruang Terbuka
Hliau

60/"

7y;o

SYo 2

3Oo/o

Pergerakan dan
Transportasi

2OYo

Rimba Kota 150 1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian
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'l,?il
tEt FitifiIrtl E rhrl Xaldnun{Ufral

X.gLt I yaEg
D6'TI],T1T|'!!EII

3. Hunian
4. Industri

Are Pcrhrrn 13

Pendidikan, Riset, dan
Kesehatan

561 Pendidikan Tinggi 3Yo 4 25.800 Kepadatan
Rendah < l0O

Industri manufaktur
Komersial

Fasilitas

Hunian bertingkat

33v" 4

4v" 4

46Yo

Hunian tapak 4o/o 2

Ruang Terbuka
Hilau

300/"

Pergerakan dan
Transportasi

20%o

39Yo

3o/"

Pariwisata 704 Komersial 4 23.100 Kepadatan
Rendah < 100

Industri manufaktur
Fasilitas 4
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hrgrt
il?rll

tEl
fcghter Smg lllldaler Targct Folrulrd Xeglatar! y.rg
rif?lfirr:

Hunian bertingkat 50/" 4

1. Perkantoran
Pemerintah

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

Hunian tapak 30/" 2

Ruang Terbuka
Hiiau

300/"

Pergerakan dan
Transportasi

200/"

Hutan Kota 470

Ar'ca Pcrtotru l+
Hunian Kepadatan
Rendah

490 Pendidikan Tinggi 3o/" 4 15.600 Kepadatan
Rendah < l0O

Industri manufaktur
Komersial 37Y" 4
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Irraa

tEl falrlnun pfral
Ta4ct

r.EItfirlt

446

Fasilitas 40/" 4

Hunian bertingkat 5o/" 4

Hunian tapak Oo/" 2

Ruang Terbuka
Hliau

3OYo

Pergerakan dan
Transportasi

2Oo/"

Pariwisata Komersial 240/0 4 18.300 Kepadatan
Rendah < 100

Industri manufalrtur

Fasilitas 760/" 4

Hunian bertingkat 5o/" 4

Hunian tapak 5v" 2

Ruang Terbuka
Hljau

3OYo
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Catatan:

* Luasan kebutuhan bangunan yang tertera pada sub-bab ini merupakan proyeksi kebutuhan ruang berdasarkan proyeksi populasi dan sektor ekonorni yang secara
konsep telah dljabarkan pada Bab 3 dan 4 pada luas lahan yang dihitung berdasarkan citra satelit. Pada penerapan pembangunannya diperlukan perencanaan lebih
lanjut dengan pengukuran laFangan serta penyesuaian kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan perekonomian dan jumlah penduduk.
** Ketinggian bangunan pada area dengan kepadatan tinggi memiliki anjuran rata-rata ketingsian maksimum 10 lantai dengan anjuran untuk ketinggian bangunan
lnndmnrk rnaksirtum 16 lantai dengan memperhatikan batas daya dukung tanah yang direkomendasikan pada kawasan perancangan

T'l?-

(E! felrlnun pfra)
|Jtrr/Eal

Pergerakan dan
Transportasi

200/0

Rimba Kota 290 1. Perkantoran
Pemerintal.

2. Bisnis dan
Perekonomian

3. Hunian
4. Industri

SK Nc 074449 C
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4.2.3.2 Ketentuan Kegiatan pada Area Non-Perkotaan KIKN
Area non-perkotaan ini dikelompokkan menurut bentuk, jenis, dan

Setiap elemen dari area non-perkotaan ini diatur kembali
pemanfaat€rn ruangnya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun
klasifikasi dari area non-perkotaan dan ketentuan kegiatannya dapat dilihat
pada Gambar 4-2O dan Tabel 4-14.

Gambar 4-2O Peta Area Non-Perkotaan KIKN
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Tabel 4-14 Ketentuar Kegiatal pada Area Non-Perkotaan KIKN

Zonasi Area Non-
Perkotaan

Kawasan Ekosistem Mangroue Kegiataa lrang dilzlakan:
a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan riset tidak mengganggu fungsi kawasan ekosistem

mangroue.
b. Pemanfaatan ruang untuk ekowisata yang tidak mengganggu fungsi kawasan

ekosistem mangroue.

Ketiatan yarg tidak dii-inkar:
Kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem
mangroue, antara lain: hunian dan industri.

RTH
a. Kegiatan untuk mendukung fungsi resapan air.
b. Pemanfaatan untuk kegiatan olahraga dan wisata.
c. Pembangunan sarana dan fasilitas kebersihan umum dan tempat parkir.

SK Nc 074450 C
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Kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan menurunkan kualitas kawasan, antara lain:
hunian, industri, dan perkantoran.

Kawasan Sempadan Pantai

Kawasan Sempadan Sungai

Kegiatan yang dtlziakan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
b. Pengembangan struktur alami dan strulrhrr buatan untuk mencegah abrasi.
c. Pemanfaatan untuk pelabuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangan.
d. Pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai,

pelabuhan, bandar udara, dan pembangkitan tenaga listrik.

Xegiatan :rang ttdak
Kegiatan budi daya yang mengg€urggu dan merusak fungsi utama sempadan pantai,
antara lain: permukiman, perkantoran, pertambangan dan industri.

Kerdatan Jrarg diizinkan:
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
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b, Kegiatan penunjang pelabuhan angkutan sungai dan penyeberangan dengan tanpa
mengurangi fu ngsi kawasan.

c. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air termasuk sistem
pengendali banjir.

d. Kegiatan konservasi.
e. Jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
f. Kegiatan riset dan pendidikan.

Kegiatan budi daya yang menglq€rnggu dan merusak fungsi utama sungai, antara lain:
pertanian, permukiman, perkantoran dan industri.

Kegtatan yang dli-inkan'
a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau.
b. Pembangunan dermaga dengan tanpa mengurangi fungsi kawasan.
c. Pembangunan dan pemeliharaan prasErr€rna sumber daya air termasuk jaringan

irigasi dan sistem pengendali banjir.
d. Kegiatan konservasi.

Kawasan Sekitar Danau Atau
Waduk
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e. Jalur pejalan kaki dan jalur sepeda.
f. Kegiatan riset dan pendidikan.

Kegiatan budi daya yE[rg mengganggu dan merusak fungsi utama danau dan waduk,
antara lain: pertanian, permukiman, perkantoran dan industri-

Kawasan Energi
a. Kegiatan riset dan pengembangan di bidang energi serta produksi dari energi

alternatif, energi terbarukan, dan energi primer.
b. In-frastruktur terpadu yang terdiri atas infrastruldur energi, TIK, dan lirnbah.

Kegiatan lrang tidak .lll-iaka!'
Kegiatan yang mengq€rnggu fungsi kawasan energi, antara lain: pertanian,
perkebunan, dan industri.

Kawasan Badan Air
a. Kegiatan olahraga dan wisata air.
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b. Kegiatan pendidikan dan penelitian.
c. Kegiatan perikanan dengan tanpa mengurangi fungsi kawasan.
d. Kegiatan pemanfaatan energi.

Kegiatan yarg tidat
Kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas pada badan air.

Kawasan Konservasi
a. Kegiatan riset dan pendidikan.
b. Kegiatan yang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati yang bernilai tinggi.
c. Kegiatan pelestarian situs budaya dan adat.
d. Kegiatan wisata alam dan wisata budaya.
e. Pembangunan koridor satwa.
f. Kegiatan pemanfaatan tradisional subsisten.

Keglatan yang ttdak .rlt-inta!:
a. Kegiatan yang dapat mengu.bah, mengurangi luas, dan/atau merusak kawasan

konservasi-

SK No 074154 C



PRE S IDE N
REPUBLIK INDONESIA

-379-

b. Kegiatan yang dapat menganggu habitat flora dan fauna yang dilindungi.
c. Kegiatan yang dapat mengakibatkan kepunahan spesies yang dilindungi.
d. Kegiatan perkantoran, bisnis, permukiman, dan industri.

Kawasan Permukirnan
a. Kegiatan hunian berupa hunian yang dilengkapi dengan PSU skala perumahan di

mana jenis, jumlah, kebutuhan luas dan lokasi (radius pencapaian) ditentukan
dengan memperhitungkan kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jurnlah
penduduk/pengfuuni (skala pelayanan perumahan) sesuai dengan standar tekrris
yang berlaku.

b. Kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan yang terpadu
dengan sarana pelayanan umum skala perumahan sesuai dengan hierarkinya
menurut standar teknis yang berlaku.

Kegiatan yaag tidat dttzt rka!
Terbatas untuk pengembangan kegiatan yang tidak mendukung akivitas dan memiliki
potensi pencemzrran lingkungan permukiman, antara lain industri skala menengah dan
skala besar.
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Catatan:
*kegiatan yang diizinkan pada kolom panduan kegiatan dapat didetailkan dalam Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota. Nusantara

Kawasan Pertanian Kegiatan yarg diizilkaa:
a. Kegiatan pertanian tanarnan pangan, pertanian holtikultura, perkebunan, peternakan

dan perikanan.
b. Pembangunan sarana pras€rrana pendukuog pertanian lahan basah.
c. Pembangunan permukiman berkepadatan rendah.
d. Pengembangan IKM.
e. Pembangunan prasarzrna ekonomi pendukung-

Ke{datar lraag ttdak dllzlntan
Kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/ atau merusak kawasan pertanian
dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian.
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4.3

Seluruh sarana dan prasarana yang sudah diidentifrkasi di dalam arahan
perencanaan struktur ruang (Sub Bab 4.1.1 dan Sub Bab 4.2.11 serta dalam
arahan perencanaan pola ruang (Sub Bab 4.1.2. dan Sub Bab 4.2.2.)
dituangkan ke dalam rencana penahapan dalam Bab 6. Penahapan
Pembangunan Ibu Kota Nusantara tersebut mengikuti kebutuhan ruang bagi
warga dalam lima tahap yang disesuaikan dengan periodisasi RPJMN.

Arahan perencanaan struktur ruang dan arahan perencanaan pola ruang,
selanjutnya didetailkan ke dalam arahan perancangan bangunan dan tata
guna lahan kawasan. Pada Bab 5 menjabarkan perancangan bangunan dan
kawasan untuk KIPP yang akan dibangun di tahap awal. Pusat kegiatan dan
area perkotaan selain yang termasuk ke dalam KIPP perlu dilengkapi dengan

arahan perancangan bangunan dan tata guna lahan kawasan
KIPP dengan standar atau kualitas yang minimal sama dengan yang telah
disusun untuk KIPP di Bab V.
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